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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "Hukum Tindak Pidana Pencucian
Uang: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi
Keuangan" ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca.

Kejahatan pencucian uang (money laundering) bukanlah fenomena baru
dalam dunia hukum pidana. Ia telah lama dikenal sebagai kejahatan yang
bersifat follow-up crime, yakni kejahatan lanjutan yang bertujuan
menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
Namun, kompleksitasnya terus berkembang seiring dengan dinamika
kejahatan ekonomi, globalisasi transaksi keuangan, dan yang paling mutakhir,
percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Pencucian uang kini tidak lagi
identik dengan transaksi tunai bernilai besar atau penyamaran melalui
perusahaan cangkang semata, melainkan telah merambah ke ranah aset
kripto, peer-to-peer lending, dompet digital, hingga layanan fintech lintas
negara.

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan literatur hukum yang
tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menyajikan pemahaman
komprehensif mengenai konsep dasar, modus operandi, dan tantangan
kontemporer dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
Pembahasan dalam buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian utama.

Pertama, pengantar konsep dasar pencucian uang, meliputi definisi,
sejarah perkembangan rezim anti-pencucian uang di dunia dan Indonesia,
serta teori-teori hukum yang mendasarinya, termasuk asas follow the
money, dual criminality, dan prinsip mengenal nasabah (know your
customer). Kedua, pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana
pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beserta
perbandingannya dengan rezim internasional seperti FATF (Financial Action
Task Force) dan UNCAC. Ketiga, analisis mendalam mengenai modus operandi
pencucian uang dari yang konvensional seperti smurfing, structuring,
dan layering melalui transaksi perbankan, hingga modus modern yang
memanfaatkan teknologi seperti cryptocurrency, non-fungible token
(NFT), dark web, dan smart contract. Keempat, tantangan era digitalisasi
keuangan, yang mencakup isu regulasi aset kripto, penerapan financial
technology, perlindungan data pribadi, serta kerja sama internasional dalam
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melacak aliran dana lintas yurisdiksi. Kelima, aspek penegakan hukum, mulai
dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, serta peran
lembaga seperti PPATK, OJK, dan penegak hukum lainnya.

Kami menyadari bahwa hukum selalu tertinggal dari perkembangan
kejahatan, terutama kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Namun, justru
karena itu, pembaruan literatur dan diskursus akademik menjadi
keniscayaan. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa
hukum, praktisi hukum, penegak hukum, regulator, akademisi, serta
masyarakat luas yang peduli terhadap integritas sistem keuangan nasional
dan global.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan kontribusi nyata bagi
pengembangan ilmu hukum pidana ekonomi dan upaya pemberantasan
pencucian uang di Indonesia.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Penulis
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Konsep Dasar Dan Pengantar Tindak Pidana Pencucian Uang

Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau money laundering sering dipahami secara
sempit sebagai upaya "mencuci” uang hasil kejahatan agar tampak bersih.
Pemahaman ini menyesatkan karena mereduksi pencucian uang hanya
sebagai persoalan teknis keuangan. Pada hakikatnya, pencucian uang adalah
proses sosiologis dan yuridis untuk mengubah uang kotor menjadi instrumen
kekuasaan yang sah.

Perkembangan kejahatan ekonomi dan keuangan pada abad ke-21 tidak
lagi berhenti pada perbuatan memperoleh keuntungan secara melawan
hukum. Keuntungan dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, perjudian,
penipuan, perdagangan orang, dan terorisme harus “dibersihkan” agar dapat
digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Proses
inilah yang kemudian dikenal sebagai money laundering atau pencucian uang
(Alldridge, 2003: 1).

Istilah “pencucian uang” pertama kali populer setelah kasus mafia
Amerika Serikat pada era 1920-an. Al Capone dan jaringannya menggunakan
usaha laundry koin untuk menyamarkan hasil kejahatan dari prostitusi,
perjudian, dan pemerasan (Levi, 2017: 3). Namun, secara konseptual, praktik
menyamarkan asal-usul harta kekayaan sudah ada jauh sebelum istilah itu
muncul. Dalam sejarah Romawi dan Yunani kuno, pedagang sudah
menggunakan perantara untuk menyembunyikan harta dari pajak dan
penyitaan.

Di Indonesia, perhatian serius terhadap pencucian uang muncul setelah
krisis ekonomi 1998 dan maraknya tindak pidana korupsi berjamaah. Negara
menyadari bahwa tanpa pemutusan mata rantai penggunaan hasil kejahatan,
upaya pemberantasan tindak pidana pokok tidak akan efektif. Penjahat akan
tetap menikmati hasil kejahatannya meskipun dipidana. Karena itu, lahirlah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010).

Perkembangan terbaru menunjukkan modus TPPU semakin kompleks.
PPATK mencatat pada tahun 2024 terdapat 1,3 juta transaksi mencurigakan
terkait judi online dengan nilai mencapai Rp 327 triliun (PPATK, 2025: 5).
Ironisnya, 80 ribu anak di bawah 10 tahun dan 200 ribu anak secara
keseluruhan terpapar judi online (Kemkomdigi, 2026). Data ini menunjukkan
bahwa anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berpotensi menjadi
"money mule" atau perantara pencucian uang.
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Bab ini akan membahas konsep dasar, unsur, tahapan, kerangka hukum,
dan tantangan pencucian uang sebagai pengantar untuk memahami
bagaimana hukum Indonesia merespons kejahatan ini, khususnya dalam
konteks perjudian online yang melibatkan anak.

Pengertian Pencucian Uang

Kata "pencucian uang" adalah eufemisme yang menyesatkan. Ia mereduksi

fenomena kompleks menjadi kegiatan rumah tangga. Dalam realitasnya,

money laundering adalah sebuah teknologi sosial dan hukum yang berfungsi

memisahkan modal dari biografi kriminalnya (Levi, 2015).

Tujuan akhirnya bukan membuat uang "kinclong". Tujuan akhirnya
adalah membuat uang itu bisa dipakai untuk membeli legitimasi: kursi DPR,
proyek pemerintah, reputasi filantropis. Dengan kata lain, TPPU adalah mesin
reproduksi kekuasaan ilegal (Bourdieu).

Secara yuridis, TPPU adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, = membelanjakan, = menghibahkan, = menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana (UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 3, 4, dan 5).

Dari definisi itu ada 3 unsur kunci:

1. Ada harta kekayaan hasil tindak pidana: Disebut predicate crime. Tanpa
kejahatan asal, tidak ada yang "dicuci”. UU TPPU menganut sistem all
crime approach (UU No. 8 Tahun 2010; Penjelasan Pasal 2 ayat (1)).
Artinya, semua jenis pidana bisa menjadi asal muasal.

2. AdaPerbuatan: UU merumuskan 3 kelompok perbuatan: Penyembunyian,
Penggunaan, dan Penghalangan (UU No. 8 Tahun 2010, Bab III).

3. Ada Unsur Kesengajaan dan Pengetahuan: Pelaku mengetahui atau patut
menduga bahwa harta itu hasil kejahatan (UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 3).

Yang membedakan TPPU dari kejahatan lain adalah objeknya bukan
benda, melainkan "jejak". Yang dicuci bukan uangnya, tapi asal-usulnya.
1. Definisi menurut Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pencucian uang
adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa
ke luar negeri, mengubah bentuk, dan/atau menukarkan dengan mata
uang atau surat berharga lain, menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana (UU No. 8 Tahun
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Buku ini diharapkan menjadi referensi akademik sekaligus sumber
literasi hukum yang aplikatif bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi
hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Pembahasannya
dapat digunakan untuk memahami konsep dasar TPPU, mengenali modus
operandi, membaca perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan
digitalisasi keuangan, serta membangun kesadaran kritis terhadap
pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Pada akhirnya,
buku ini bukan sekadar membahas bagaimana uang hasil kejahatan
disamarkan, tetapi juga mengajak pembaca memahami mengapa pencucian
uang menjadi ancaman serius bagi integritas sistem keuangan, penegakan
hukum, dan kehidupan sosial, khususnya di era digital.
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Pendahuluan

Pencucian uang (money laundering) pada mulanya tidak berkembang sebagai
suatu bentuk kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dikenal dalam
sistem hukum modern. Fenomena tersebut tumbuh dari kebutuhan pelaku
kejahatan untuk menyembunyikan, mengaburkan, memindahkan, dan
mengubah bentuk harta kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal agar
dapat digunakan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dengan
demikian, sejarah pencucian uang pada dasarnya merupakan sejarah
mengenai bagaimana kejahatan beradaptasi terhadap perkembangan sistem
ekonomi, teknologi keuangan, dan kemampuan negara dalam melakukan
penelusuran terhadap aliran kekayaan (Husein, 2007).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang tidak
dapat dipahami hanya sebagai persoalan mengenai uang tunai yang berasal
dari kegiatan kriminal. Pencucian uang merupakan bagian dari mekanisme
ekonomi kejahatan yang lebih luas, di mana pelaku tindak pidana
membutuhkan suatu sistem untuk mempertahankan nilai ekonomi hasil
kejahatan, mengurangi risiko terdeteksi, serta memasukkan kembali harta
tersebut ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak legal (Sjahdeini, 2007).
Oleh karena itu, semakin kompleks sistem keuangan suatu negara, semakin
besar pula kemungkinan munculnya metode baru untuk menyamarkan asal-
usul harta kekayaan.

Secara historis, perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian
uang semakin kuat pada akhir abad ke-20, khususnya ketika kejahatan
narkotika dan kejahatan terorganisasi berkembang secara transnasional
(Atmasasmita, 2000). Konsekuensinya, negara tidak lagi cukup hanya
mengejar pelaku tindak pidana asal (predicate offence), tetapi juga harus
mengikuti jejak keuangan yang dihasilkan oleh tindak pidana tersebut.
Perubahan orientasi inilah yang kemudian melahirkan pendekatan modern
dalam pemberantasan pencucian uang, yaitu mengikuti uang (follow the
money) sebagai strategi untuk membongkar struktur ekonomi kejahatan
(Husein, 2021).

Perubahan paradigma tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap
hukum pidana. Kejahatan tidak lagi semata-mata dipandang dari perbuatan
fisik pelaku, tetapi juga dari bagaimana keuntungan ekonomi yang diperoleh
dari kejahatan dipertahankan, disamarkan, dipindahkan, atau diintegrasikan
ke dalam sistem ekonomi. Dalam konteks ini, pencucian uang menjadi
jembatan antara hukum pidana, hukum keuangan, hukum administrasi,
teknologi informasi, serta kerja sama internasional (Atmasasmita, 2010).
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Selain itu, perkembangan globalisasi ekonomi dan integrasi sistem
keuangan internasional mempercepat mobilitas modal lintas negara, yang
pada satu sisi memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, namun pada
sisi lain membuka ruang yang lebih luas bagi praktik pencucian uang.
Kemudahan transfer dana antarnegara, penggunaan perusahaan cangkang
(shell companies), serta pemanfaatan yurisdiksi dengan regulasi longgar (tax
havens) memperlihatkan bahwa pencucian uang tidak lagi bersifat lokal,
melainkan telah menjadi fenomena global yang membutuhkan respons
kolektif antarnegara (Garnasih, 2003).

Di Indonesia, perkembangan hukum pencucian uang juga
memperlihatkan pola yang sejalan dengan dinamika internasional tersebut.
Indonesia pada awalnya menggunakan pendekatan yang relatif terbatas
melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang. Undang-undang tersebut kemudian diubah melalui Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi
hukum nasional terhadap standar internasional serta kebutuhan untuk
memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang
lebih komprehensif.

Sehingga dengan begitu, sejarah perkembangan pencucian uang perlu
dikaji secara kritis dan komprehensif. Sejarah tersebut bukan sekadar
rangkaian perubahan peraturan, melainkan menggambarkan perubahan cara
negara memahami kejahatan: dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku
dan perbuatan menuju pendekatan yang semakin menitikberatkan pada
keuntungan ekonomi, jaringan kejahatan, sistem keuangan, intelijen
keuangan, dan pemulihan aset. Dengan demikian, pencucian uang dapat
dipahami sebagai fenomena yang terus berevolusi mengikuti perubahan
struktur ekonomi global dan inovasi dalam sistem keuangan modern.

Pencucian uang (money laundering) pada mulanya tidak berkembang
sebagai suatu bentuk kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dikenal
dalam sistem hukum modern. Fenomena tersebut tumbuh dari kebutuhan
pelaku kejahatan untuk menyembunyikan, mengaburkan, memindahkan,
dan mengubah bentuk harta kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal
agar dapat digunakan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dengan
demikian, sejarah pencucian uang pada dasarnya merupakan sejarah
mengenai bagaimana kejahatan beradaptasi terhadap perkembangan sistem
ekonomi, teknologi keuangan, dan kemampuan negara dalam melakukan
penelusuran terhadap aliran kekayaan (Husein, 2007).
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Pendahuluan

Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempertemukan hukum pidana,
tata kelola ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Perbuatan ini tidak
hanya berorientasi pada penghilangan jejak tindak pidana asal, tetapi juga
mengubah hasil kejahatan menjadi daya ekonomi yang dapat digunakan
kembali untuk membiayai kegiatan legal maupun ilegal. Karena itu, ancaman
pencucian uang tidak dapat dibatasi sebagai persoalan pembuktian pidana
terhadap pelaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menempatkannya
sebagai ancaman terhadap stabilitas dan integritas sistem perekonomian
serta sistem keuangan, sekaligus terhadap kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara (Republik Indonesia, 2010).

Besarnya skala pencucian uang sulit diukur karena kegiatan tersebut
dirancang agar tidak terlihat. Meskipun demikian, United Nations Office on
Drugs and Crime memperkirakan nilai uang yang dicuci secara global dalam
satu tahun berada pada kisaran dua sampai lima persen dari produk
domestik bruto dunia. Angka tersebut bukan ukuran yang pasti, tetapi
menunjukkan bahwa pencucian uang memiliki dimensi ekonomi yang cukup
besar untuk memengaruhi pasar, lembaga, dan kebijakan publik.
Ketidakpastian pengukuran justru menjadi bagian dari risikonya: aliran dana
ilegal dapat tercatat sebagai konsumsi, investasi, simpanan, perdagangan,
atau kepemilikan aset yang tampak sah, padahal keputusan ekonominya
tidak didasarkan pada produktivitas dan efisiensi (United Nations Office on
Drugs and Crime, t.t.).

Dalam literatur hukum Indonesia, pencucian uang dipahami sebagai
rangkaian tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
harta kekayaan hasil tindak pidana melalui penempatan, pemisahan atau
pelapisan transaksi, dan pengintegrasian kembali ke dalam kegiatan ekonomi
yang tampak sah. Konsekuensinya, pencucian uang adalah mekanisme yang
menghubungkan tindak pidana asal dengan ekonomi formal. Dana hasil
korupsi, narkotika, penipuan, perdagangan orang, perjudian, kejahatan
lingkungan, kejahatan perpajakan, atau kejahatan siber dapat memperoleh
legitimasi semu setelah melewati transaksi dan struktur kepemilikan yang
kompleks (Husein & Roberts K., 2018; Sjahdeini, 2004).

Bab ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pencucian
uang berdampak terhadap perekonomian melalui distorsi alokasi sumber
daya, persaingan usaha, penerimaan negara, investasi, distribusi
kesejahteraan, dan kualitas tata kelola. Kedua, bagaimana pencucian uang
memengaruhi sistem keuangan melalui risiko reputasi, likuiditas, kepatuhan,
operasional, dan hubungan keuangan lintas negara. Analisis juga
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menempatkan digitalisasi keuangan sebagai variabel penting karena
kecepatan, skalabilitas, dan sifat lintas yurisdiksi transaksi digital dapat
memperluas jangkauan pencucian uang.

Kerangka Konseptual Dampak Pencucian Uang

1. Pencucian Uang sebagai Kejahatan Ekonomi Lanjutan
Pencucian uang pada hakikatnya merupakan kejahatan lanjutan karena
keberadaannya bergantung pada harta yang berasal dari tindak pidana.
Namun, dampaknya tidak bersifat sekunder. Ketika harta ilegal berhasil
masuk ke dalam kegiatan ekonomi formal, pelaku memperoleh
kemampuan mempertahankan hasil kejahatan, memperluas jaringan,
membeli pengaruh, dan membiayai tindak pidana berikutnya. Dengan
demikian, pencucian uang berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi bagi
kejahatan terorganisasi.

Go Lisanawati menegaskan bahwa hasil kejahatan yang
dimanfaatkan melalui kegiatan sah maupun tidak sah dapat menimbulkan
distorsi serta ancaman terhadap stabilitas dan integritas sistem
perekonomian dan sistem keuangan. Karakter transnasional dan berlapis
dari pencucian uang juga membuat penelusuran aset serta penentuan
hubungan antara transaksi dan tindak pidana asal menjadi semakin
kompleks. Dari perspektif ekonomi, kompleksitas tersebut menciptakan
asimetri informasi: pelaku mengetahui sumber dan tujuan dana,
sedangkan lembaga keuangan, investor, kreditor, konsumen, dan otoritas
hanya melihat representasi transaksi yang telah direkayasa (Lisanawati,
2023, hlm. 186-187).

2. Integritas Keuangan sebagai Barang Publik

Integritas sistem keuangan adalah kondisi ketika lembaga, pasar, dan
infrastruktur keuangan digunakan untuk tujuan yang sah, transparan,
serta dapat dipertanggungjawabkan. Integritas tidak hanya berkaitan
dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dengan kepercayaan
masyarakat bahwa uang dapat disimpan, dipindahkan, diinvestasikan,
dan dipinjamkan tanpa dominasi kepentingan kriminal. Karena sistem
keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan, kerusakan integritas dapat
berkembang menjadi masalah stabilitas.

International Monetary Fund menjelaskan bahwa pencucian uang
dan tindak pidana asal mempunyai efek ekonomi yang dapat mengancam
integritas serta stabilitas sektor keuangan dan stabilitas eksternal suatu
negara. Dampaknya dapat berupa arus dana panas yang tidak stabil, krisis
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Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) terjadi ketika seseorang mencoba
untuk menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kegiatan ilegal,
seperti perdagangan manusia, korupsi, narkotika, dan lain sebagainya.
Pelaku TPPU akan berusaha menyembunyikan atau menyalurkan harta
kekayaan hasil tindak pidananya melalui berbagai cara, seperti membuka
rekening bank atas nama orang lain, membeli aset-aset bernilai tinggi, atau
melakukan transfer uang ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menghindari
penegakan hukum yang dapat mengungkap asal-usul harta kekayaannya

Secara historis, istilah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) erat
kaitannya dengan operasional bisnis pencucian pakaian (laundry) yang
memanfaatkan dana ilegal, di mana keuntungan dari sektor terlarang seperti
perjudian, minuman keras, dan prostitusi disamarkan melalui usaha tersebut
(Syahputra, 2018).

Kejahatan TPPU beroperasi dengan mengalirkan dana ilegal ke dalam
jaringan transaksi keuangan yang kompleks demi mengaburkan sumber
dana aslinya. Para pelaku (money launderers), baik yang bergerak dalam
sindikat terorganisasi maupun individu, kini memanfaatkan teknologi
elektronik serta metode layering canggih untuk memanipulasi identitas
pemilik dana sehingga menyulitkan pelacakan transaksi ilegal tersebut.

Sebagai respons preventif dan represif terhadap TPPU, pemerintah
telah menerbitkan serangkaian regulasi hukum secara bertahap. Instrumen
hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diperbarui melalui Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta regulasi payung hukum terkini
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)

Definisi klasik dari Welling tentang money laundering adalah mekanisme
terstruktur oleh subjek hukum untuk menutupi eksistensi, sumber ilegal,
atau alokasi terlarang dari suatu pendapatan, yang kemudian direkayasa
sedemikian rupa agar tampak memiliki legalitas. Fraser mengemukakan
konfirmasi lebih lugas bahwa pencucian uang merupakan proses
penyaringan dana hasil kriminalitas melalui instrumen hukum atau
korporasi sah, sehingga memberi rasa aman bagi pelaku kejahatan saat
membelanjakan keuntungan ilegal tersebut (Syamsuddin, 2019).
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PPATK (2024) mendefinisikan TPPU sebagai proses memutus mata
rantai antara kejahatan asal dengan keuntungan yang dinikmati pelaku
melalui sistem keuangan, aset kripto, dan usaha legal.

Secara etimologis dan sosiologis, konsepsi money laundering memicu
lahirnya beragam istilah di berbagai negara. Dalam konteks domestik
Indonesia, terminologi ini kerap diidentifikasi secara variatif sebagai
aktivitas pemutihan uang, pendulangan uang, ataupun pembersihan
kekayaan dari hasil transaksi gelap (legitimizing illegitimate income).
Fenomena ini juga memunculkan spektrum penyebutan yang luas, mulai dari
istilah dirty money, hot money, illegal money, bahkan illicit money, yang sering
dikorelasikan dengan frasa uang kotor, uang haram, uang panas, atau uang
gelap (Yustiavandana, dkk., 2019).

Menurut David Fraser, “Money laundering is quite simply the process
through which “dirty” money (proceeds of crime) is washed through “clean” or
legitimate sources and enterprises so that “bad guys” may more safely enjoy
their ill-gotten gains”. Pencucian uang kurang lebih adalah proses di mana
uang “kotor” (hasil dari tindak pidana) dicuci menjadi “bersih” atau uang
kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang
legal (Syamsuddin, 2019)

Ketentuan normatif di Indonesia mengadopsi batasan operasional yang
sangat komprehensif guna menjerat ruang gerak kejahatan TPPU. Secara
yuridis formal, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengonstruksikan aktivitas ilegal ini
sebagai segala bentuk tindakan hukum berupa perbuatan menempatkan,
mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, bahkan membawa ke luar negeri

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang
Karakteristik utama dari aktivitas pencucian aset hasil kriminalitas,
khususnya yang dikendalikan oleh sindikat kejahatan terorganisasi lintas
negara, ditandai oleh sifatnya yang transnasional, adaptif, serta skema
operasional yang dinamis, disertai pemanfaatan fasilitas teknologi canggih
serta bantuan tenaga profesional, kelihaian para operator dan sumber dana
yang besar untuk memindahkan berbagai bentuk dana haram tersebut dari
satu negara ke negara lain untuk menghilangkan jejak agar makin sulit
dideteksi.

Menurut aspek dogmatik hukum positif di Indonesia, ruang lingkup
tindak pidana asal (predicate crimes) yang menjadi hulu dari TPPU diatur
secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Regulasi
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Kedudukan dan Kerangka Hukum Tindak Pidana Pencucian

Uang dalam Sistem Hukum Nasional

1. Landasan Pembentukan dan Politik Hukum Pengaturan Tindak
Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk Kkejahatan yang
memiliki karakteristik kompleks karena berkaitan dengan upaya
menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana. Perkembangan praktik pencucian uang menunjukkan bahwa
pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan
ekonomi, tetapi juga berupaya memasukkan hasil kejahatan tersebut ke
dalam sistem keuangan yang sah. Pemerintah Indonesia memandang
pencucian uang sebagai ancaman terhadap stabilitas perekonomian,
integritas lembaga keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap
sistem keuangan nasional. Dasar pemikiran tersebut menjadi alasan
negara melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang melalui
pembentukan regulasi khusus. Kebijakan kriminalisasi tersebut
diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian
disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan
terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Wibawa
& Sholikah, 2026).

Pembentukan rezim hukum TPPU di Indonesia tidak hanya
bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga membangun
sistem pencegahan terhadap penggunaan sistem keuangan sebagai
sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 mengatur bentuk
perbuatan pencucian uang yang dilakukan melalui berbagai tindakan
seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau
menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
berasal dari tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa
politik hukum pidana Indonesia menggunakan pendekatan represif dan
preventif secara bersamaan dalam menghadapi pencucian uang.
Pendekatan represif dilakukan melalui pemberian ancaman pidana
terhadap pelaku pencucian uang, sedangkan pendekatan preventif
dilakukan melalui kewajiban pelaporan dan penerapan prinsip mengenali
pengguna jasa oleh pihak pelapor. Kebijakan tersebut mencerminkan
perubahan paradigma pemberantasan kejahatan ekonomi dari
pendekatan penghukuman semata menuju pendekatan pengendalian
risiko terhadap sistem keuangan.
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Politik hukum pengaturan TPPU di Indonesia memiliki keterkaitan
erat dengan konsep kebijakan hukum pidana atau criminal policy.
Kebijakan hukum pidana merupakan upaya negara dalam menentukan
perbuatan yang harus dikategorikan sebagai tindak pidana, menetapkan
mekanisme pencegahan, serta menentukan bentuk pertanggungjawaban
hukum terhadap pelaku. Dalam konteks TPPU, negara menggunakan
hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan
masyarakat dari dampak negatif peredaran dana hasil kejahatan (Kalalo
& Putong, 2022). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan
dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa hasil tindak pidana yang dapat menjadi
objek pencucian uang berasal dari berbagai tindak pidana asal yang
berdampak terhadap kepentingan publik. Pengaturan tersebut
menunjukkan bahwa politik hukum TPPU diarahkan untuk memutus
hubungan antara pelaku kejahatan dan keuntungan ekonomi yang
diperoleh melalui aktivitas ilegal.

Pengaturan TPPU juga memiliki tujuan untuk menjaga perlindungan
terhadap kepentingan publik dan integritas sistem keuangan nasional.
Sistem keuangan yang sehat membutuhkan kepercayaan masyarakat
karena aktivitas ekonomi sangat bergantung pada keamanan dan
transparansi transaksi keuangan. Pencucian uang dapat merusak fungsi
sistem keuangan apabila lembaga keuangan digunakan sebagai sarana
untuk menyamarkan dana yang berasal dari tindak pidana. Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui Pasal 17 mengatur kewajiban pihak
pelapor untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan apabila terdapat transaksi yang memenuhi
ketentuan peraturan perundang undangan. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa perlindungan sistem keuangan dilakukan melalui
mekanisme pengawasan dan deteksi dini terhadap aktivitas keuangan
yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana (Prawira & Alamsyah,
2023).

Kebijakan pengaturan TPPU di Indonesia juga menunjukkan adanya
pergeseran pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan ekonomi
modern. Negara tidak hanya berfokus pada pelaku tindak pidana utama,
tetapi juga memberikan perhatian terhadap aliran dana yang dihasilkan
dari kejahatan tersebut. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip follow the
money, yaitu strategi penegakan hukum yang menelusuri dan
mengidentifikasi pergerakan harta kekayaan yang berkaitan dengan
tindak pidana (Angga Pramodya Pradhana, Meirza Aulia Chairani, 2025).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada
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Kedudukan Hukum Tindak Pidana Asal dalam Sistem

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan fondasi
konseptual dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Harta
kekayaan yang menjadi objek pencucian harus bersumber dari tindak pidana
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, predicate
crime tidak semata-mata berfungsi sebagai latar belakang faktual, tetapi
menjadi dasar yuridis untuk mengidentifikasi karakter kriminal harta
kekayaan yang dicuci (Garnasih, 2015).

Dalam konstruksi hukum Indonesia, hubungan antara tindak pidana
asal dan tindak pidana pencucian uang bersifat erat, meskipun keduanya
dapat diproses secara tersendiri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 menentukan berbagai tindak pidana yang dapat menghasilkan harta
kekayaan sebagai objek pencucian. Pengaturan tersebut menunjukkan
bahwa kualitas kriminal harta kekayaan ditentukan melalui keterkaitannya
dengan predicate crime (Yurizal, 2017). Secara normatif, UU No. 8 Tahun
2010 memang menempatkan hasil tindak pidana sebagai basis utama rezim
tindak pidana pencucian uang.

Kedudukan predicate crime juga berkaitan dengan asas legalitas dan
kepastian hukum. Penegak hukum tidak dapat secara bebas
mengualifikasikan setiap harta yang mencurigakan sebagai hasil kejahatan
tanpa menghubungkannya dengan tindak pidana yang menjadi sumbernya.
Karena itu, pembuktian mengenai asal-usul harta harus didasarkan pada alat
bukti yang sah, argumentasi yuridis, serta konstruksi perkara yang rasional
(Renggong, 2016).

Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan karakter
khusus melalui Pasal 69, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan TPPU tidak wajib terlebih dahulu membuktikan tindak
pidana asal. Norma tersebut dimaksudkan untuk mencegah pelaku
menikmati keuntungan karena predicate crime sulit dibuktikan secara
konvensional, sekaligus memungkinkan penegakan hukum diarahkan pada
hasil kejahatan (Amrullah, 2020). Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan
dalam rumusan Pasal 69 UU TPPU.

Ketentuan tersebut tidak berarti tindak pidana asal kehilangan
kedudukan hukumnya. Predicate crime tetap menjadi sumber pengetahuan
mengenai asal-usul harta kekayaan dan menjadi bagian penting dalam
konstruksi pembuktian TPPU. Dengan demikian, yang ditiadakan adalah
kewajiban membuktikan predicate crime terlebih dahulu secara terpisah,
bukan hubungan material antara kejahatan asal dan harta kekayaan yang

Sifaomadodo Wau




Tindak Pidana Asal (Predicate Crime): Korupsi, Narkotika, Perpajakan, Dan Pert

dipersoalkan. Pandangan tersebut sejalan dengan kajian mengenai
kedudukan predicate crime dalam pembuktian TPPU (Priyatno & Kristian,
2023; Chandra & Okta, 2017).

Dalam perspektif pembuktian, hakim perlu menilai rangkaian fakta yang
menunjukkan bahwa harta kekayaan memiliki hubungan dengan tindak
pidana. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui transaksi, dokumen
keuangan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta jejak aliran dana.
Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa TPPU merupakan tindak
pidana yang menuntut pembacaan bukti secara kontekstual dan terpadu
(Amin, 2023). Oleh karena itu, ketiadaan putusan terlebih dahulu atas
predicate crime tidak identik dengan ketiadaan pembuktian mengenai
sumber kriminal harta kekayaan.

Predicate crime memiliki arti strategis dalam kebijakan kriminal karena
pemberantasan TPPU pada dasarnya berorientasi pada pemutusan manfaat
ekonomi dari kejahatan. Ketika hasil korupsi, narkotika, penipuan,
perpajakan, atau kejahatan lainnya berhasil disamarkan, keuntungan
kriminal tetap dapat digunakan untuk membiayai aktivitas ilegal berikutnya.
Oleh sebab itu, penelusuran asal harta merupakan instrumen pemberantasan
kejahatan yang efektif (Yanuar, 2021).

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, penanganan predicate crime
dan TPPU menuntut koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penyidik,
penuntut umum, pengadilan, PPATK, dan instansi terkait harus membangun
konstruksi perkara yang konsisten agar hubungan antara tindak pidana asal,
pelaku, dan harta kekayaan dapat dijelaskan secara utuh. Koordinasi tersebut
menentukan efektivitas penegakan hukum (Setiadi et al., 2017). Pendekatan
sistemik diperlukan karena TPPU melibatkan aspek penyidikan, penuntutan,
pembuktian, dan pemulihan aset.

Permasalahan muncul ketika tindak pidana asal belum terbukti,
pelakunya tidak ditemukan, atau perkara asal berada dalam proses hukum
yang berbeda. Dalam keadaan demikian, Pasal 69 memberikan ruang bagi
proses TPPU untuk tetap berjalan. Akan tetapi, ruang tersebut harus
diterapkan secara hati-hati agar tidak menggeser prinsip fair trial dan tidak
menimbulkan pemidanaan berdasarkan dugaan semata (Kasim et al., 2019).
Mahkamah Konstitusi juga telah menolak permohonan pengujian Pasal 69
melalui Putusan Nomor 90/PUU-XII1/2015.

Pada akhirnya, kedudukan hukum tindak pidana asal dalam
pemberantasan TPPU harus dipahami secara proporsional: predicate crime
bukan syarat prosedural yang selalu harus diputus terlebih dahulu, tetapi
merupakan basis material untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan.
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Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak berdiri sendiri dari perspektif
asal-usul harta yang dicuci. Rezim anti pencucian uang bekerja dengan
menghubungkan harta kekayaan dengan tindak pidana yang menghasilkan
atau berkaitan dengan harta tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
menempatkan berbagai tindak pidana sebagai tindak pidana asal, termasuk
tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan terorisme, serta
tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.
Dalam konteks kejahatan siber, hubungan dengan TPPU perlu dibaca secara
hati-hati: “siber” bukan satu kategori tunggal yang secara eksplisit disebut
sebagai tindak pidana asal dalam Pasal 2, tetapi berbagai kejahatan yang
dilakukan melalui sistem elektronik dapat menjadi tindak pidana asal apabila
memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 atau klausul
pidana lain dengan ancaman yang memenuhi ketentuan tersebut (Republik
Indonesia, 2010).

Konsep tindak pidana asal penting karena keuntungan dari pembalakan
liar, perdagangan hasil hutan ilegal, kejahatan lingkungan, penipuan digital,
peretasan bermotif ekonomi, maupun aktivitas terorisme dapat bergerak
melalui rekening bank, dompet elektronik, aset kripto, perusahaan,
perdagangan komoditas, atau transaksi lintas negara. Karena itu, pendekatan
follow the money melengkapi pendekatan follow the suspect: penegak hukum
tidak hanya mencari siapa pelakunya, tetapi juga menelusuri sumber, aliran,
penguasaan, perubahan bentuk, dan pemanfaatan aset.

Sjahdeini (2004) menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan
proses yang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
hasil kejahatan sehingga tampak sebagai kekayaan yang sah. Husein (2008)
menekankan pentingnya paradigma follow the money dalam rezim anti
pencucian uang karena hasil kejahatan merupakan titik strategis untuk
membongkar jaringan pelaku dan mengurangi manfaat ekonomi kejahatan.
Dalam perkembangan mutakhir, pendekatan ini semakin relevan terhadap
green financial crime dan cyber-enabled crime yang memanfaatkan struktur
korporasi, transaksi digital, serta lintas yurisdiksi.

Bab ini membahas empat kelompok tindak pidana yang menjadi fokus,
yaitu kehutanan, lingkungan hidup, siber, dan terorisme, dengan
menggabungkan dasar hukum, pendapat ahli, temuan jurnal, serta data resmi
terbaru PPATK, FATF, dan pemerintah sampai 2026.

Konsep Tindak Pidana Asal dan Hubungannya dengan TPPU

Tindak pidana asal atau predicate crime merupakan kejahatan yang
menghasilkan atau berkaitan dengan harta kekayaan yang kemudian menjadi
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objek pencucian uang. Hubungan antara tindak pidana asal dan TPPU
membuat penelusuran keuangan menjadi penting. Ginting (2021)
menyatakan bahwa follow the money dan follow the suspect seharusnya tidak
dipertentangkan, melainkan digunakan secara saling melengkapi untuk
mengungkap pelaku, aliran dana, dan aset.

Yofiza et al. (2025) menemukan bahwa pendekatan follow the money
membantu penegak hukum melacak aliran dana yang terkait dengan tindak
pidana, meskipun implementasinya menghadapi kendala berupa
kompleksitas jaringan pelaku dan upaya penyamaran kepemilikan aset.
Kendala ini sangat relevan pada kejahatan kehutanan dan lingkungan yang
dapat melibatkan rantai pasok komoditas, perusahaan perantara, beneficial
owner, serta transaksi lintas wilayah.

Dalam praktik pencucian uang, tahapan placement, layering, dan
integration sering digunakan sebagai kerangka analitis. Placement
merupakan penempatan hasil kejahatan ke sistem keuangan atau ekonomi;
layering adalah pemindahan dan pengubahan bentuk aset untuk
mengaburkan jejak; sedangkan integration adalah pengembalian aset ke
kegiatan ekonomi yang tampak sah. Namun pada kejahatan digital, tahapan
tersebut dapat berlangsung hampir bersamaan karena transfer dapat
dilakukan dalam hitungan detik.

Tabel 7.1: Posisi Empat Kelompok Kejahatan dalam Rezim TPPU

Kedudukan/Hubungan
dengan TPPU

Kelompok Contoh Risiko Finansial

Disebut dalam Pasal 2 Hasil kayu ilegal, rekening

Kehutanan ayat (1) UU 8/2010 nominee, perusahaan

perantara
Lingkungan Disebut dalam Pasal 2 | Keuntungan ilegal dari
hidup ayat (1) UU 8/2010 eksploitasi SDA/komoditas

Dapat  menjadi TPA Fraud digital, peretasan

Siber melalui .dEhk yang bermotif ekonomi, aset
memenuhi Pasal 2 UU Kribto
8/2010 P

Disebut dalam Pasal 2
ayat (1) UU 8/2010; | Pengumpulan/pemindahan

Terorisme pendanaan terorisme | dana, penggunaan kanal
juga diatur khusus UU | digital
9/2013

Sumber: Diolah dari UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2013.

Penting membedakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada
pencucian uang, fokus umumnya adalah penyamaran hasil kejahatan. Pada
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Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang
berorientasi pada pengaburan asal-usul harta yang diperoleh melalui tindak
pidana. Kejahatan ini tidak selalu tampak sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri karena biasanya berkaitan dengan kejahatan yang menghasilkan
keuntungan ekonomi. Ketika hasil tindak pidana dipindahkan, dibelanjakan,
disamarkan kepemilikannya, atau ditempatkan ke dalam kegiatan ekonomi
yang tampak sah, persoalan hukumnya tidak lagi hanya mengenai tindak
pidana yang menghasilkan harta tersebut, tetapi juga mengenai tindakan
yang dilakukan terhadap harta hasil kejahatan. Karakter demikian membuat
TPPU mempunyai posisi penting dalam kebijakan pemberantasan kejahatan
yang berorientasi pada keuntungan.

Di Indonesia, rezim pemberantasan pencucian uang berkembang dari
pengaturan awal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan
selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Nomor
8 Tahun 2010 membentuk konstruksi yang relatif lengkap mengenai
perbuatan pencucian uang, harta hasil tindak pidana, pelaku, pembuktian,
kelembagaan, dan kewajiban pihak pelapor. Dalam rezim tersebut, Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5 menjadi ketentuan utama yang merumuskan TPPU aktif
dan pasif (Republik Indonesia, 2010).

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian membawa perubahan
penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan
memasukkan TPPU ke dalam Buku Kedua, khususnya Pasal 607 dan Pasal
608. Basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat bahwa UU
Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan sejumlah
ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010, termasuk Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5,
dicabut melalui ketentuan pencabutan dalam KUHP baru (Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, pembahasan
mengenai unsur TPPU pada saat ini perlu memperhatikan dua lapis
pengaturan: konstruksi yang dibangun UU Nomor 8 Tahun 2010 dan
formulasi yang berlaku dalam Pasal 607 KUHP.

Perubahan tersebut penting karena rumusan delik merupakan titik awal
untuk menentukan apa yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Dalam
hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya karena secara
moral dianggap tercela. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur
delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh sebab itu,
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pembahasan unsur TPPU tidak cukup berhenti pada pengertian umum
tentang “mencuci uang”, tetapi perlu mengurai siapa pelakunya, harta seperti
apa yang menjadi objek, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana hubungan
harta tersebut dengan tindak pidana asal, serta bentuk pengetahuan atau
dugaan yang harus ada pada diri pelaku.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena TPPU sering
melibatkan transaksi yang secara lahiriah terlihat legal. Dana dapat
berpindah melalui rekening bank, pembelian aset, perusahaan, investasi,
transaksi perdagangan, atau penggunaan pihak lain. PPATK menunjukkan
bahwa tipologi pencucian uang berkembang mengikuti perubahan teknologi,
pola transaksi, dan penggunaan sektor ekonomi yang semakin beragam
(PPATK, 2019). FATF juga menggambarkan pencucian uang sebagai proses
yang dapat berlangsung melalui tahap placement, layering, dan integration,
meskipun ketiga tahap tersebut tidak selalu muncul secara lengkap dalam
setiap perkara (FATF, 2020).

Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian dan tujuan kriminalisasi
Secara normatif, UU Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan Pencucian
Uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut (Republik
Indonesia, 2010, Pasal 1 angka 1). Definisi ini bersifat rujukan karena
makna operasionalnya baru terlihat setelah membaca rumusan delik pada
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dalam KUHP 2023, pendekatan yang
digunakan lebih langsung: Pasal 607 menyebut beberapa bentuk
perbuatan yang dilarang dan kemudian menyatakan bahwa perbuatan
tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang (Republik Indonesia,
2023, Pasal 607).

2. TPPU sebagai tindak pidana lanjutan

TPPU memiliki hubungan erat dengan tindak pidana asal karena objek
yang diproses berupa harta yang berasal dari tindak pidana tertentu.
Hubungan ini membuat TPPU sering disebut sebagai follow-up crime atau
tindak pidana lanjutan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
77/PUU-X11/2014 dan Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015 menegaskan
bahwa keberadaan tindak pidana asal tetap menjadi dasar konseptual
TPPU, tetapi pembuktian tindak pidana asal tidak harus selesai terlebih
dahulu sebelum penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU
dilakukan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2016).
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Konsep dan Karakteristik Modus Operandi Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang memiliki
karakter berbeda dari tindak pidana konvensional. Dalam tindak pidana
biasa, perhatian penegak hukum sering diarahkan pada perbuatan yang
dilakukan dan siapa pelakunya. Dalam TPPU, perhatian tersebut perlu
diperluas sampai kepada harta kekayaan yang dihasilkan, dipindahkan,
disamarkan, dan pada akhirnya digunakan kembali oleh pelaku. Dengan
demikian, memahami modus operandi pencucian uang pada dasarnya berarti
memahami cara pelaku mengubah posisi harta hasil kejahatan dari sesuatu
yang berisiko untuk diketahui menjadi harta yang tampak memiliki sumber
yang sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menempatkan pencucian uang
sebagai perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas sistem
perekonomian serta sistem keuangan. Undang-undang tersebut tidak hanya
mempersoalkan uang tunai yang berasal dari kejahatan, tetapi juga berbagai
bentuk harta kekayaan dan rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya (Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010). Karena itu, modus operandi TPPU dapat berkembang
mengikuti bentuk harta, sarana transaksi, teknologi, dan hubungan bisnis
yang tersedia dalam masyarakat.

Modus operandi dapat dipahami sebagai cara atau pola yang digunakan
pelaku untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks TPPU, tujuan tersebut
bukan semata-mata memperoleh keuntungan, melainkan membuat
keuntungan dari tindak pidana asal dapat digunakan, dipindahkan, atau
dinikmati tanpa mudah dikaitkan dengan sumber ilegalnya. PPATK
menjelaskan bahwa tipologi merupakan kajian mengenai metode, teknik, dan
tren pencucian uang. Perkembangan metode tersebut berjalan seiring
dengan perkembangan fasilitas keuangan dan perubahan pola transaksi
masyarakat (PPATK, 2018).

Karakter utama modus TPPU terletak pada upaya menciptakan jarak
antara harta dan tindak pidana yang menjadi sumbernya. Jarak tersebut
dapat dibangun melalui rekening pihak lain, transaksi berulang, pembelian
aset, badan usaha, transaksi tunai, investasi, ataupun penggunaan sarana
digital. Oleh sebab itu, suatu transaksi yang secara individual terlihat wajar
belum tentu menunjukkan bahwa keseluruhan rangkaian transaksi tersebut
bersifat wajar. Penilaian terhadap modus perlu melihat hubungan
antartansaksi, pihak yang terlibat, sumber dana, tujuan transaksi, serta
perubahan bentuk harta kekayaan.

Dalam praktik, modus pencucian uang tidak selalu menggunakan satu
teknik. Pelaku dapat menggabungkan beberapa teknik sekaligus, misalnya
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menggunakan rekening pihak ketiga untuk menerima dana,
memindahkannya melalui beberapa rekening, mencampurkannya dengan
pendapatan usaha, kemudian membeli aset atas nama pihak lain. PPATK
menemukan bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain, nominee,
pembelian aset melalui rekening perusahaan, pencampuran dana hasil
kejahatan dengan harta usaha, penggunaan jasa profesi, transaksi tunai,
identitas palsu, dan penempatan pada produk investasi merupakan beberapa
tipologi yang ditemukan dalam perkara TPPU (PPATK, 2022).

Tahapan Klasik: Placement, Layering, dan Integration
Pembahasan mengenai modus operandi pencucian uang secara klasik lazim
menggunakan tiga tahapan, yaitu placement, layering, dan integration. Ketiga
istilah tersebut membantu menjelaskan proses perubahan posisi harta hasil
kejahatan. Namun, ketiganya bukan formula yang harus selalu dilakukan
secara berurutan. Dalam kasus tertentu, beberapa tahapan dapat
berlangsung bersamaan atau salah satu tahapan dapat tidak terlihat secara
jelas karena pelaku telah menggunakan cara lain untuk menyamarkan
sumber harta (PPATK, 2018).

Placement merupakan tahap ketika hasil tindak pidana dimasukkan ke
dalam sistem keuangan atau ditempatkan dalam bentuk aset tertentu. Tahap
ini menjadi penting karena hasil kejahatan, terutama uang tunai dalam
jumlah besar, dapat menimbulkan risiko apabila langsung digunakan atau
disimpan oleh pelaku. Karena itu, pelaku dapat berusaha mengubah bentuk
atau lokasi harta agar tidak lagi berada dalam posisi yang mudah dikaitkan
dengan tindak pidana asal.

Layering merupakan tahap penyamaran melalui penciptaan lapisan
transaksi atau perpindahan harta. Tujuannya adalah mempersulit
penelusuran hubungan antara harta dan sumber awalnya. Perpindahan dana
dapat melibatkan beberapa rekening, pihak, badan usaha, transaksi jual beli,
investasi, atau bentuk harta lainnya. Semakin kompleks rangkaian transaksi,
semakin besar pula kebutuhan penyidik untuk merekonstruksi aliran dana
secara menyeluruh.

Integration merupakan tahap ketika harta yang telah melalui proses
penyamaran kembali digunakan dalam kegiatan ekonomi yang tampak legal.
Harta dapat digunakan untuk membeli properti, kendaraan, saham, usaha,
atau aset lain. Pada tahap ini, tantangan penegakan hukum semakin besar
karena harta tersebut telah memperoleh penampilan sebagai kekayaan yang
berasal dari kegiatan yang sah.

Ketiga tahapan tersebut sebaiknya tidak dipahami secara mekanis.
Pelaku TPPU dapat langsung membeli aset menggunakan hasil tindak pidana,
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Pengertian dan Asal Usul Pencucian Uang

Manusia dalam mengarungi hidup ini mempunyai berbagai aktivitas untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak semua aktivitas hidup tersebut
dilakukan sesuai dengan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia
yang sesuai dengan hukum, melainkan sebagian aktivitas dilakukan dengan
merugikan pihak lain, bukan hanya manusia, akan tetapi juga negara sebagai
badan hukum publik. Dalam hal ini, sesungguhnya pelaku yang menimbulkan
kerugian tersebut mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut
bertentangan dengan hukum. Kesalahan pelaku yang berakibat kerugian
tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai regulasi agar dapat
dicegah.

Pencucian uang, atau yang dikenal dengan istilah money laundering,
merupakan taktik untuk menyembunyikan, memindahkan, dan
menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan,
kejahatan ekonomi, perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya
yang merupakan aktivitas kejahatan. Money Laundering, hakikatnya,
melibatkan penyamaran aset (harta kekayaan) tersebut sehingga harta
kekayaan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan tanpa terdeteksi
bahwa harta kekayaan dimaksud merupakan hasil aktivitas kejahatan. Oleh
sebab itu aktivitas money laundering menjadikan pendapatan atau harta
kekayaan tersebut bersumber dari aktivitas yang dilarang dan melawan
hukum, akan tetapi hal itu sengaja dikaburkan agar harta kekayaan yang
digunakan seolah-olah diperoleh dari aktivitas atau perbuatan yang halal.

Aktivitas pencucian uang atau money laundering telah menjadi kegiatan
yang sering dilakukan sejak dahulu. Jika ditelusuri ke belakang istilah
pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di
Amerika Serikat, pada saat organisasi kejahatan atau mafia membeli sebuah
perusahaan pencucian pakaian (wassery/binatu) yang sah dan resmi yang
merupakan strategi jitu untuk mengaburkan hasil kejahatannya. Investasi
terbesar mafia tersebut adalah perusahaan pencucian pakaian yang disebut
Laundromat, yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Kegiatan usaha
pencucian pakaian yang dibeli oleh mafia kejahatan tersebut berkembang
pesat, dan berbagai perolehan uang yang merupakan hasil kejahatan, seperti
dari cabang usaha lainnya, ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini.

Namun jauh sebelumnya, pada tahun 1900-an Alphonso Capone atau
yang lebih dikenal dengan Al Capone, penjahat terbesar di Amerika Serikat
pada masa lalu, melakukan aktivitas pencucian uang yang bersumber dari
aktivitas yang melanggar hukum atau bersumber dari dunia hitam dengan
menggunakan si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang
akuntan yang mencuci uang dari kejahatan Al Capone melalui usaha binatu
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(laundry). Demikianlah asal-muasal munculnya nama money laundering.
Kegiatan yang mengawali aktivitas pencucian uang ternyata berkorelasi
dengan kegiatan ‘cuci-mencuci’ atau usaha laundry atau pencucian pakaian
atau binatu atau wassery (Sahetafy, 2011 dalam Sumadi, 2017:1-2).

Teori Ekonomi Kejahatan dan Hukuman

Perilaku kriminal didasarkan pada berbagai insentif dan asumsi bahwa
pelaku kriminal adalah individu biasa dan tidak cacat fisik atau mental seperti
yang diyakini oleh para kriminolog abad ke-19. Gary Becker, pada tahun
1968, berpendapat bahwa seseorang akan melakukan kejahatan jika
keuntungan bersih yang diharapkan dari melakukan kejahatan melebihi
aktivitas yang sah. la juga mengemukakan perspektif analitisnya tentang
aktivitas kriminal yang berisiko, yang bergantung pada kemungkinan
tertangkap dan dihukum, dengan tingkat keparahan hukuman yang
diberikan, yang pada gilirannya akan mencegah terjadinya aktivitas kriminal.

Salah satu teori kejahatan tertua adalah teori asosiasi diferensial yang
mengasumsikan bahwa “Seseorang menjadi nakal karena kelebihan definisi
yang menguntungkan pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang tidak
menguntungkan pelanggaran hukum” (OPP, 1989). Teori ini sesuai dengan
asumsi dasar para ekonom tentang kejahatan, yaitu preferensi dan kendala
yang mengarah pada kejahatan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan
memilih jalan kriminal jika definisi pelanggaran hukum melebihi definisi
kepatuhan hukum. Selain itu, jika manfaat melakukan kejahatan lebih besar
daripada biayanya, maka terdapat korelasi positif antara perilaku
menyimpang dan kejahatan yang dilakukan.

Biaya internal pelaku kejahatan juga merupakan salah satu faktor
terpenting yang membantu mencegah kejahatan. Internalisasi "hati nurani
yang buruk” akan menyebabkan perubahan dalam interaksi. Namun,
interaksi dengan pola perilaku kriminal sering kali melemahkan internalisasi
tindakan manusia. Tindakan manusia dalam tindak pidana sering kali
bergantung pada pendapatan yang diharapkan dari tindakan tersebut dan
hukuman resmi.

Para ekonom juga telah menghubungkan aktivitas kriminal dengan
pengangguran karena pendapatan rendah dan pengangguran akan
mengurangi daya beli individu, yang akan memotivasi mereka untuk
melakukan kejahatan. Jelas juga bahwa tingkat kejahatan naik dan turun
seiring dengan pengangguran. Selain itu, jika seseorang kehilangan
pekerjaan, ia lebih cenderung mencuri. Selain itu, penurunan ekonomi
menyebabkan berkurangnya peluang bagi calon pelaku kejahatan. (Pyle,
1995)
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Pendahuluan

Kejahatan money loundry tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kejahatan
yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Perkembangan berbagai modus
kejahatan menunjukkan bahwa pencucian uang telah menjadi persoalan yang
lebih luas karena berkaitan dengan upaya mengaburkan asal-usul serta
keterkaitan aset dengan kejahatan yang menjadi sumbernya, pada akhirnya,
dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan serta tata kelola
pemerintahan. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan kerja
sama lintas instansi yang memiliki kewenangan yang berbeda, khususnya
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan kajian, koordinasi antara PPATK, Polri, dan Kejaksaan
mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tampak jelas adanya
peningkatan laporan PPATK yang diteruskan kepada penyidik serta adanya
pembaruan kerja sama antarlembaga menjelang penerapan ketentuan KUHP
dan KUHAP yang baru. Meski demikian, sejumlah persoalan belum
sepenuhnya terselesaikan. Di antaranya adalah perbedaan kewenangan
dalam menyidik tindak pidana asal, tindak lanjut dari analisis yang belum
merata di daerah, dan belum optimalnya penggunaan mekanisme
pembuktian tidak langsung serta pemulihan aset.

Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan penanganan
TPPU tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum. Koordinasi
yang efektif juga memerlukan kesamaan pola kerja, pemberian informasi
yang lebih baik, dan komitmen dari setiap lembaga agar proses penanganan
perkara tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar
menghasilkan penegakan hukum dan pemulihan aset.

Secara kelembagaan, PPATK menempati posisi penting dalam hal
pencegahan dan pemberantasan money laundering. Lembaga ini menerima
laporan transaksi yang berhubungan dengan keuangan, mengolah laporan
serta informasi yang diperoleh, kemudian menyampaikan hasil analisis
kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Informasi tersebut sering
kali menjadi titik awal bagi penyidik untuk menelusuri hubungan antara
transaksi keuangan dengan kejahatan yang diduga telah terjadi.

Polri memiliki peran yang tidak sama. Sebagai salah satu lembaga
penyidik utama, Polri wajib menindaklanjuti informasi yang didapat melalui
proses penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, Kejaksaan berperan
dalam penuntutan dan, untuk jenis perkara Khusus seperti tindak pidana
korupsi, juga bisa melakukan penyidikan. Perbedaan fungsi tersebut
menegaskan pemberantasan TPPU memang tidak dapat bertumpu pada satu
lembaga saja.
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Walaupun memiliki tujuan yang sama, ketiga lembaga tersebut bekerja
berdasarkan mandat hukum dan sistem organisasi yang berbeda. Dalam
praktiknya, perbedaan tersebut kadang menimbulkan kendala, terutama
ketika informasi harus dipertukarkan atau ketika penanganan suatu perkara
melibatkan lebih dari satu institusi. Karena itu, koordinasi menjadi salah satu
unsur krusial dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap
TPPU.

Permasalahan koordinasi semakin berkembang setelah adanya
keputusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 dalam Pasal 74
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang memberikan interpretasi terhadap
kalimat "penyidik tindak pidana asal ". Putusan tersebut menegaskan bahwa
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang langsung menurut
ketentuan undang-undang tidak dapat dikesampingkan kewenangan
penyidikan TPPU yang dimilikinya, tetapi predicate crime perkaranya sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU (vide Keputusan Mahkamah
Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021).

Perluasan frasa membawa dampak positif karena memungkinkan
penanganan TPPU dijalankan oleh penyidik yang memahami predicate crime
di bidangnya masing-masing. Namun, bertambahnya lembaga yang
berwenang melakukan penyidikan juga menuntut pola koordinasi yang lebih
jelas agar hubungan dengan PPATK dan Kejaksaan tetap berjalan secara
teratur.

Konsep Dan Karakteristik Kejahatan Pencucian Uang
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kejahatan money loundry merupakan proses
sistematis untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta/aset dari
kejahatan supaya dianggap diperoleh dari sumber yang legal (Sjahdeini,
2003). Makna tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan pencucian uang
mepunyai karakter yang tidak sama dengan banyak kejahatan pidana
lainnya.

Dalam kasus money laundering, tempat terjadinya kejahatan money
loundry tidak harus sama dengan lokasi kejahatan yang menjadi sumber
perolehan harta. Selain itu, pembuktiannya sering kali tidak hanya bertumpu
pada peristiwa fisik, tetapi juga pada penelusuran transaksi keuangan. Oleh
karena itu, kemampuan untuk mengikuti aliran dana menjadi salah satu
bagian penting dalam proses penyidikan.

Yenti Garnasih menekankan bahwa penegakan hukum terhadap
kejahatan money laundering tidak dapat memberantasnya secara sektoral.
Kejahatan ini dapat melibatkan berbagai pihak, memanfaatkan lembaga
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Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang
berorientasi pada penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta
kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah sah.
Dalam konteks ekonomi modern, pencucian uang tidak hanya merusak
proses penegakan hukum, tetapi juga mengganggu integritas lembaga
keuangan, menurunkan kualitas tata kelola, dan mempertahankan insentif
ekonomi bagi kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi
fondasi utama rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU Indonesia,
dengan mengatur tindak pidana, kewajiban pihak pelapor, peran PPATK,
proses penyidikan dan penuntutan, serta kerja sama nasional dan
internasional (Republik Indonesia, 2010).

Sjahdeini (2004) menjelaskan pencucian uang sebagai persoalan hukum
yang berkaitan dengan proses menjadikan hasil kejahatan tampak sebagai
harta yang sah. Sutedi (2008) menekankan bahwa pencucian uang dapat
memanfaatkan bank dan pasar modal, sehingga pencegahannya perlu
ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan integritas sistem keuangan.
Husein (2008) memperkuat perspektif tersebut melalui paradigma follow the
money, yakni penelusuran aliran dana dan aset untuk melengkapi
pendekatan konvensional yang berfokus pada pelaku.

Rezim TPPU Indonesia bersifat lintas lembaga. KPK memiliki peran
strategis ketika pencucian uang berkaitan dengan korupsi; OJK mengatur dan
mengawasi penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan; Bank
Indonesia mengatur pihak tertentu dalam sistem pembayaran dan kegiatan
lain dalam kewenangannya; sedangkan PPATK berfungsi sebagai financial
intelligence unit. Karena itu, keberhasilan rezim TPPU bergantung pada
kualitas data, kepatuhan pihak pelapor, intelijen keuangan, penyidikan,
pemulihan aset, dan koordinasi antarlembaga.

Bab ini memperbarui naskah dengan data resmi terbaru yang tersedia
hingga 2026, terutama Laporan Tahunan PPATK 2025, Follow-Up Report
FATF 2026, regulasi OJK dan Bank Indonesia yang berlaku, serta Laporan
Tahunan KPK 2025. Literatur buku dan jurnal digunakan untuk memperkuat
kerangka konseptual, sedangkan angka statistik hanya digunakan apabila
dapat ditelusuri ke sumber kelembagaan resmi.

Konsep, Tahapan, dan Karakteristik TPPU

Pencucian uang lazim dipahami melalui tiga tahapan: placement, layering,
dan integration. Placement merupakan tahap memasukkan hasil tindak
pidana ke dalam sistem keuangan atau ekonomi; layering adalah pemindahan
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atau pengubahan bentuk dana melalui rangkaian transaksi untuk memutus
jejak asal-usulnya; sedangkan integration merupakan penggunaan kembali
aset yang telah disamarkan ke dalam kegiatan yang tampak legal. Dalam
praktik digital, tahapan tersebut tidak selalu berlangsung berurutan karena
satu transaksi dapat memuat beberapa fungsi sekaligus.

Ginting (2021) menyebut TPPU sebagai follow-up crime, sedangkan
kejahatan yang menghasilkan harta untuk dicuci merupakan predicate
offence. Konsekuensinya, follow the money perlu digunakan bersama follow
the suspect. (Nurrurachman et al., 2025) juga menempatkan follow the money
sebagai instrumen pembuktian penting pada perkara korupsi dan TPPU,
khususnya untuk menelusuri pergerakan aset, memetakan keterkaitan
transaksi, dan mendukung pemulihan kerugian negara.

Tabel 12.1: Tahapan dan Fokus Pengendalian TPPU

Tahap Karakteristik Fokus Pengendalian

Placement | Penempatan hasil | CDD, sumber dana,
kejahatan ke sistem | identifikasi transaksi tidak
keuangan/ekonomi wajar

Layering Pemindahan atau | Analisis pola, beneficial
pengubahan aset melalui | ownership, LTKM
transaksi berlapis

Integration | Penggunaan kembali aset | Penelusuran aset,
yang telah disamarkan pembuktian,

penyitaan/perampasan

Sumber: Diolah dari Sjahdeini (2004), Ginting (2021), (Nurrurachman etal,
2025), dan UU No. 8 Tahun 2010.

Digitalisasi memperluas media yang dapat digunakan untuk layering,
antara lain rekening bank, penyelenggara pembayaran, remitansi,
perusahaan cangkang, aset keuangan digital, dan transaksi lintas negara. Hal
ini menyebabkan pengendalian tidak dapat hanya bergantung pada nominal
transaksi. Profil pengguna jasa, tujuan hubungan usaha, beneficial owner,
sumber dana, pola transaksi, negara tujuan, dan keterkaitan antarpihak perlu
dianalisis secara kontekstual.

Pendekatan berbasis risiko menjadi penting karena tidak semua
nasabah, produk, atau transaksi memiliki tingkat risiko yang sama. Sumber
daya pengawasan perlu diarahkan lebih kuat pada area berisiko tinggi,
sementara mekanisme CDD dan enhanced due diligence harus mampu
mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya mengendalikan transaksi atau
memperoleh manfaat ekonomi.
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Pendahuluan dan Urgensi Penegakan Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk
kejahatan finansial yang paling kompleks dan merusak dalam tatanan
ekonomi modern. Kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas sistem
keuangan nasional, tetapi juga berpotensi merongrong kedaulatan serta
wibawa hukum suatu negara. Secara fundamental, TPPU bekerja dengan cara
menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal agar
tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan legal. Proses pencucian
ini memungkinkan para pelaku kejahatan utama untuk menikmati hasil
kejahatannya tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum, sekaligus
menyediakan modal baru untuk membiayai aktivitas kriminal lanjutan
(Tetty, 2026).

Di Indonesia, kesadaran akan bahaya laten dari pencucian uang memicu
terjadinya pergeseran paradigma hukum yang sangat radikal. Paradigma
hukum pidana konvensional yang berorientasi pada asas retributif, yaitu
menitikberatkan pada penghukuman badan atau penjara pelaku (follow the
suspect), terbukti tidak lagi efektif dalam memberantas kejahatan bermotif
ekonomi. Penjara sering kali gagal memberikan efek jera maksimal apabila
pelaku masih dapat mengendalikan dan menikmati kekayaan melimpah dari
balik jeruji besi. Oleh karena itu, penegakan hukum modern bertransformasi
mengadopsi pendekatan follow the money. Pendekatan ini berfokus pada
pelacakan, pemblokiran, dan perampasan aset-aset hasil kejahatan guna
memutus urat nadi keuangan organisasi kriminal.

Kerangka Yuridis: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Pondasi utama penegakan hukum anti-pencucian uang di Indonesia diatur
secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi ini
menggantikan undang-undang sebelumnya demi menyesuaikan diri dengan
perkembangan modus operandi kejahatan keuangan global yang kian
mutakhir. Undang-Undang ini memuat instrumen hukum yang kuat, baik dari
aspek hukum materiil maupun formil, guna mendeteksi dan menindak setiap
aktivitas keuangan yang mencurigakan secara sistematis.

Berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010, perbuatan pencucian
uang dikategorikan menjadi tiga jenis utama. Pertama adalah TPPU Aktif,
sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang menyasar setiap orang yang
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
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tindak pidana. Kedua adalah TPPU Transaksional, sebagaimana diatur dalam
Pasal 4, yang menitikberatkan pada perbuatan menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,
atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut. Ketiga
adalah TPPU Pasif, diatur dalam Pasal 5, yang mengancam setiap orang yang
menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan hasil
kejahatan.

Karakteristik TPPU sebagai Kejahatan Lanjutan
Salah satu karakteristik yuridis yang melekat pada TPPU adalah statusnya
sebagai kejahatan lanjutan (follow-up crime atau ancillary crime). Hal ini
mengindikasikan bahwa TPPU tidak dapat berdiri sendiri; keberadaannya
secara mutlak mensyaratkan adanya tindak pidana asal (predicate crime)
yang menghasilkan harta kekayaan ilegal tersebut. Tanpa adanya harta
kekayaan yang bersumber dari kejahatan awal, unsur pidana pencucian uang
tidak terpenuhi. Pemahaman mengenai relasi antara kejahatan asal dan
kejahatan pencucian uang ini sangat krusial bagi aparat penegak hukum
dalam menyusun konstruksi dakwaan dan pembuktian di persidangan.
Dalam praktiknya, proses pencucian uang umumnya dilakukan melalui
tiga tahapan konseptual yang saling berkesinambungan, meskipun dalam
beberapa kasus modern batas antartahap ini menjadi kabur. Tahap pertama
adalah Placement (Penempatan), yaitu upaya memasukkan uang tunai yang
diperoleh dari kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, misalnya dengan
menyetorkannya ke rekening bank. Tahap kedua adalah Layering (Pelapisan),
yaitu menjauhkan harta kekayaan tersebut dari sumber kejahatannya
melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks, berbelit-belit, dan
berlapis-lapis sehingga memutus jejak audit finansial. Tahap ketiga adalah
Integration (Integrasi), yaitu menginvestasikan kembali harta kekayaan yang
telah bersih tersebut ke dalam aktivitas ekonomi resmi, seperti membeli
properti, saham, atau mendirikan bisnis legal.

Rincian dan Analisis Tindak Pidana Asal (Predicate Crimes)
Penegakan hukum TPPU menjangkau spektrum kejahatan yang sangat luas
melalui pembatasan tindak pidana asal. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) UU No. 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang dicuci harus berasal dari
tindak pidana tertentu yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah
NKRI sepanjang tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana
menurut hukum Indonesia. Ruang lingkup kejahatan asal ini mencakup
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Perampasan Dan Pemulihan Aset (Asset Recovery)

Latar Belakang

Tindak pidana berdimensi ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang (money
laundering), kejahatan perpajakan, hingga kejahatan terorganisir lintas
negara (transnational organized crime), terus mengalami perkembangan
yang pesat seiring kemajuan teknologi dan globalisasi sistem keuangan.
Karakteristik utama dari jenis kejahatan ini terletak pada motif utamanya,
yaitu keuntungan finansial (profit-driven crime) (United Nations Office on
Drugs and Crime [UNODC], 2003).

Selama berminggu-minggu atau bertahun-tahun, penegakan hukum
secara konvensional Kkerap berfokus pada pendekatan pembatasan
kebebasan individu (follow the suspect), yakni hanya mengejar, menuntut,
dan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Namun, pengalaman di
berbagai negara menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana badan
semata tidak memberikan efek jera (deterrent effect) yang optimal apabila
hasil kejahatan (proceeds of crime) masih tetap dinikmati oleh pelaku atau
dialihkan kepada pihak lain (Greenberg et al., 2009).

Prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah bahwa "kejahatan tidak
boleh menghasilkan keuntungan" (crime does not pay). Oleh karena itu,
pergeseran paradigma penegakan hukum kini berfokus pada pendekatan
"mengejar harta kekayaan" (follow the money). Melalui kerangka perampasan
dan pemulihan aset (asset recovery), fokus hukum tidak hanya terletak pada
pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pengembalian kerugian keuangan
negara serta pencabutan sumber daya ekonomi dari jaringan kejahatan
(Financial Action Task Force [FATF], 2012).

Pengertian Perampasan Aset dan Pemulihan Aset (Asset

Recovery)

Perampasan Aset (Asset Forfeiture / Confiscation) adalah proses hukum
formal di mana kekuasaan negara (melalui putusan pengadilan) mencabut
hak kepemilikan seseorang atau badan hukum atas harta benda tertentu yang
terbukti merupakan hasil tindak pidana, alat yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana, atau benda yang berhubungan langsung dengan
kejahatan tersebut, sedangkan Pemulihan Aset (Asset Recovery) adalah
Proses holistik dan berkelanjutan yang mencakup seluruh tahapan
penanganan aset kejahatan, mulai dari penelusuran (tracing),
pengamanan/pemblokiran (freezing), penyitaan (seizure), perampasan
(confiscation), hingga pengelolaan (management) dan pengembalian
(restitution/repatriation) aset tersebut kepada negara atau korban yang
berhak.
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Pergeseran Paradigma: Follow the Suspect ke Follow the

Money

Melalui pendekatan follow the money, jejak transaksi finansial kerap kali
menjadi bukti yang lebih objektif dan akurat ketimbang sekadar keterangan
saksi, sekaligus membantu penyidik menemukan dalang utama (intellectual
dader) di balik kejahatan terstruktur.

Tabel 13.1: Perbandingan Pendekatan Konvensional dan Modern
dalam Penelusuran Kejahatan

Indikator Pendekatan Konvensional Pendekatan Modern
(Follow the Suspect) (Follow the Money)
Fokus Utama Pelaku / Subjek Hukum | Aset / Hasil Kejahatan
(Pelaku fisik) (Proceeds of Crime)

Memiskinkan pelaku dan

Metode Kerja

keterlibatan orang

Tujuan Akhir Pen]atuhan_ sanksi  pidana memulihkan  kerugian
badan (penjara)
negara
Mengumpulkan bukti | Menelusuri alur transaksi

& kepemilikan aset

Efek Jera

Rendah (Aset masih bisa
dinikmati setelah bebas)

Tinggi (Akses dan modal
ekonomi kejahatan
terputus)

Sumber: Diolah penulis

Urgensi Perampasan dan Pemulihan Aset
Pemulihan aset menjadi instrumen Kkritis dalam penegakan hukum modern

karena:

1. Memulihkan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Publik: Kerugian

negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi merenggut hak-hak
masyarakat atas pembangunan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Pemulihan aset mengembalikan dana publik tersebut ke dalam kas
negara.

. Memutus Mata Rantai dan Operasional Kejahatan: Aset kejahatan sering
kali dijadikan modal untuk membiayai aktivitas ilegal lanjutan. Dengan
memotong pasokan finansial tersebut, kapasitas kejahatan untuk
beroperasi akan runtuh.

. Mencegah Distorsi Ekonomi dan Pasar: Uang hasil kejahatan yang masuk
ke dalam sistem keuangan legal dapat menciptakan persaingan usaha
yang tidak sehat (unfair competition), inflasi aset, serta menurunkan
kepercayaan investor terhadap stabilitas keuangan nasional.

4. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum.
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Perkembangan dan Standar Internasional dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Latar Belakang Internasionalisasi Pengaturan Tindak Pidana
Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang mengalami perkembangan dari kejahatan
yang bersifat domestik menjadi kejahatan lintas batas negara
(transnational crime) yang melibatkan jaringan, pelaku, dan aliran dana
dari berbagai yurisdiksi. Perkembangan teknologi komunikasi, sistem
keuangan global, serta kemudahan transaksi internasional memberikan
peluang bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan dan menyamarkan
hasil tindak pidana melalui berbagai negara. Kondisi tersebut
menyebabkan pencucian uang tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai
persoalan hukum dalam suatu negara tertentu. Peredaran dana hasil
kejahatan dapat melibatkan lembaga keuangan, badan hukum, serta
transaksi bisnis internasional yang memiliki hubungan dengan lebih dari
satu sistem hukum. Perubahan karakter tersebut mendorong masyarakat
internasional untuk membangun pendekatan bersama dalam mencegah
dan memberantas pencucian uang (Simanjuntak & Kostruba, 2023).

Pencucian uang menjadi perhatian komunitas internasional karena
aktivitas tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi, merusak
integritas sistem keuangan, serta memperkuat keberlangsungan berbagai
bentuk kejahatan serius. Pelaku kejahatan menggunakan mekanisme
pencucian uang untuk mengubah hasil kejahatan menjadi aset yang
tampak berasal dari kegiatan yang sah. Praktik tersebut menyebabkan
keuntungan ekonomi dari tindak pidana dapat kembali digunakan untuk
membiayai aktivitas ilegal lainnya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika atau United Nations Convention Against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention) menjadi
salah satu instrumen internasional awal yang mendorong negara untuk
melakukan kriminalisasi terhadap pencucian hasil kejahatan narkotika.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang mulai
dipahami sebagai ancaman yang membutuhkan respons hukum secara
internasional.

Keterkaitan pencucian uang dengan berbagai bentuk kejahatan
terorganisasi menjadi salah satu alasan utama berkembangnya
pengaturan TPPU dalam perspektif internasional. Hasil kejahatan dari
aktivitas seperti perdagangan narkotika, korupsi, perdagangan manusia,
penyelundupan, terorisme, dan kejahatan ekonomi sering Kkali
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membutuhkan proses pencucian uang agar dapat digunakan tanpa
menimbulkan  kecurigaan. United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime Tahun 2000 atau Palermo Convention
mengatur kewajiban negara peserta untuk melakukan kriminalisasi
terhadap pencucian hasil kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan
terorganisasi transnasional (Levi, 2015). Konvensi tersebut menunjukkan
bahwa pemberantasan kejahatan terorganisasi tidak dapat dipisahkan
dari upaya memutus aliran dana yang menjadi sumber kekuatan ekonomi
pelaku. Pendekatan tersebut menempatkan pencucian uang sebagai
bagian penting dalam strategi internasional untuk melemahkan jaringan
kejahatan.

Hubungan antara pencucian uang dan tindak pidana korupsi juga
menjadi faktor yang memperkuat perhatian internasional terhadap
pengaturan TPPU. Dana hasil korupsi sering kali disembunyikan melalui
berbagai mekanisme transaksi keuangan, penggunaan badan hukum, atau
pemindahan aset ke luar negeri. United Nations Convention Against
Corruption Tahun 2003 atau UNCAC mengatur pentingnya pencegahan
dan kriminalisasi pencucian hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian
dari upaya pemberantasan Kkorupsi global. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan
upaya memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati
keuntungan dari tindak pidana. Pengaturan internasional mengenai TPPU
berkembang karena pencucian uang dapat menjadi instrumen yang
mempertahankan keberlangsungan berbagai kejahatan ekonomi dan
politik.

Keterbatasan hukum nasional dalam menangani aliran dana lintas
negara menjadi salah satu alasan utama munculnya kebutuhan kerja sama
internasional dalam pemberantasan TPPU. Setiap negara memiliki sistem
hukum, kewenangan lembaga, dan mekanisme pembuktian yang berbeda
sehingga penanganan aset yang berada di luar wilayah suatu negara
membutuhkan koordinasi antarnegara. Pelaku pencucian uang dapat
memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara untuk menyembunyikan
asal-usul harta kekayaan dan menghindari proses hukum. Kondisi
tersebut menyebabkan penegakan hukum yang hanya mengandalkan
kewenangan nasional sering kali tidak cukup untuk menangani transaksi
keuangan yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Kerja sama internasional
melalui mekanisme seperti bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal
Assistance) dan pertukaran informasi keuangan menjadi kebutuhan
penting dalam menghadapi karakter lintas batas pencucian uang (Adigo
etal,, 2025).
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Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang tidak
hanya berkaitan dengan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan,
tetapi juga dengan tindakan menempatkan, memindahkan, menggunakan,
menyamarkan, atau mengintegrasikan harta tersebut ke dalam sistem
ekonomi yang tampak sah. Karena itu, pemberantasan TPPU tidak cukup
berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus menelusuri
asal-usul, aliran, penguasaan, dan pemanfaatan harta kekayaan hasil tindak
pidana (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Di Indonesia, pemberantasan TPPU terutama berlandaskan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Pendekatan tersebut menempatkan asset tracing, penyitaan, dan
perampasan sebagai bagian penting penegakan hukum. Persoalan menjadi
lebih kompleks apabila aset yang disita ternyata berkaitan dengan hak pihak
ketiga atau korban. Dalam keadaan demikian, pengadilan tidak hanya harus
menentukan apakah aset berhubungan dengan tindak pidana, tetapi juga
siapa yang secara hukum paling berhak atas aset tersebut.

Perkara First Travel memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata.
PT First Anugerah Karya Wisata menghimpun dana dari calon jemaah umrah,
namun banyak jemaah tidak memperoleh pemberangkatan sebagaimana
dijanjikan. Perkara kemudian berujung pada pemidanaan Andika Surachman
dan Anniesa Desvitasari Hasibuan atas penipuan dan pencucian uang.
Persoalan yang kemudian menjadi kontroversial adalah status barang bukti
dan aset yang disita.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
tanggal 30 Mei 2018, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui
Putusan Nomor 195/PID/2018/PT.BDG tanggal 15 Agustus 2018,
menetapkan barang bukti bernilai ekonomis untuk dirampas negara.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tanggal 31
Januari 2019 menolak kasasi sehingga konsekuensi tersebut tetap berlaku.
Putusan ini menimbulkan pertanyaan karena pihak yang secara langsung
mengalami kerugian adalah para jemaah, bukan negara.

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Peninjauan Kembali
Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 23 Mei 2022. Mahkamah Agung
mengubah status barang bukti sehingga aset yang sebelumnya dirampas
untuk negara diarahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari sekadar
menghukum dan merampas menuju pemulihan korban.
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Atas dasar itu, tulisan ini memusatkan perhatian pada dua putusan
tersebut, khususnya mengenai konstruksi TPPU, status aset, perbedaan
penyitaan dan perampasan, kedudukan korban, serta penerapan asas
keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan korban.
Pertanyaan pokoknya adalah apakah pertimbangan Putusan 3096
K/Pid.Sus/2018 telah memberikan dasar yang memadai untuk merampas
aset kepada negara dan apakah Putusan 365 PK/Pid.Sus/2022 dapat
dipandang sebagai koreksi terhadap konsekuensi tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum

Pidana Indonesia

1. Konsep dan Karakteristik TPPU
TPPU pada hakikatnya merupakan kejahatan yang berorientasi memutus
hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana yang menjadi
sumbernya. Harta hasil tindak pidana dapat ditempatkan, dialihkan,
dibelanjakan, diinvestasikan, diubah bentuknya, atau dipindahkan
kepada pihak lain agar asal-usulnya sulit dilacak. Karena modus tersebut
dapat melibatkan rekening, transaksi ekonomi, aset bergerak maupun
tidak bergerak, pemberantasan TPPU menuntut pendekatan follow the
money (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Pendekatan follow the money berarti menelusuri sumber,
perpindahan, penggunaan, dan pihak yang memperoleh manfaat dari
harta kekayaan. Fokusnya bukan hanya pada perbuatan pelaku, tetapi
pada hubungan antara predicate crime, harta hasil tindak pidana, dan
tindakan yang dilakukan terhadap harta tersebut. Dengan demikian,
penegakan hukum TPPU harus mampu membangun rantai pembuktian
yang menunjukkan keterkaitan ketiga unsur tersebut (Yunus Husein dan
RobertK, 2018).

UU No. 8 Tahun 2010 memberikan konstruksi yang luas. Pasal 3 pada
pokoknya menjangkau perbuatan menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan,
atau melakukan perbuatan lain atas harta yang diketahui atau patut
diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usulnya. Pasal 4 berfokus pada penyembunyian atau
penyamaran asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya. Pasal 5 mengatur pihak yang menerima
atau menguasai harta yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana.
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Transformasi Digital Sistem Keuangan dan Perubahan

Karakter Transaksi Keuangan

1. Perkembangan Digitalisasi dalam Sistem Keuangan Modern
Digitalisasi dalam sistem keuangan modern menunjukkan perubahan
mendasar dari mekanisme transaksi konvensional menuju sistem
transaksi yang memanfaatkan teknologi digital. Pada sistem keuangan
konvensional, aktivitas transaksi umumnya dilakukan melalui pertemuan
langsung antara pengguna jasa dengan lembaga keuangan melalui
layanan fisik seperti kantor cabang atau dokumen berbasis kertas.
Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong lembaga
keuangan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan
mudah diakses oleh masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan
transaksi keuangan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keberadaan
fasilitas fisik, tetapi dapat dilakukan melalui jaringan elektronik yang
terhubung secara luas. Digitalisasi sistem keuangan menjadi bagian dari
transformasi ekonomi modern yang memengaruhi cara masyarakat
melakukan pembayaran, penyimpanan dana, investasi, dan berbagai
aktivitas keuangan lainnya (Siddiqui, Ayesha, Arti Yadav, 2023).

Perkembangan layanan keuangan digital ditandai dengan
munculnya berbagai inovasi seperti digital banking, financial technology
(fintech), dompet digital (electronic wallet), pembayaran berbasis kode
digital, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Digital banking
memungkinkan pengguna jasa melakukan aktivitas perbankan melalui
saluran elektronik tanpa harus datang secara langsung ke kantor bank.
Financial technology (fintech) menghadirkan layanan keuangan berbasis
teknologi yang mencakup pembayaran, pembiayaan, investasi, dan
layanan keuangan lainnya dengan memanfaatkan sistem digital. Dompet
digital (electronic wallet) memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah
pola penyediaan layanan keuangan dari model konvensional menuju
ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi secara digital.

Digitalisasi sistem keuangan berkembang karena didorong oleh
kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah,
cepat, dan efisien. Kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama
karena layanan keuangan digital memungkinkan masyarakat
menggunakan produk keuangan tanpa batasan lokasi dan waktu.
Kecepatan transaksi juga menjadi faktor penting karena teknologi digital
mampu memproses aktivitas pembayaran dan pemindahan dana dalam
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waktu yang lebih singkat dibandingkan mekanisme konvensional.
Efisiensi biaya mendorong lembaga keuangan mengembangkan layanan
digital karena penggunaan teknologi dapat mengurangi ketergantungan
terhadap infrastruktur fisik. Perkembangan tersebut juga mendukung
perluasan inklusi keuangan karena masyarakat yang sebelumnya sulit
menjangkau layanan keuangan formal dapat memperoleh akses melalui
platform digital (Nurfadia & Oktaviany, 2025).

Perubahan sistem keuangan digital juga memengaruhi hubungan
antara pengguna jasa, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. Dalam
sistem konvensional, hubungan antara pengguna jasa dan lembaga
keuangan lebih banyak berlangsung melalui interaksi langsung dengan
institusi keuangan. Digitalisasi menciptakan pola hubungan baru karena
penyedia teknologi turut berperan dalam menyediakan infrastruktur,
aplikasi, dan sistem yang mendukung aktivitas keuangan. Hubungan
tersebut melibatkan berbagai pihak seperti bank, perusahaan teknologi
finansial, penyedia sistem pembayaran, dan pengguna layanan digital.
Perubahan pola hubungan tersebut menyebabkan sistem keuangan
modern menjadi lebih kompleks karena aktivitas transaksi tidak hanya
bergantung pada hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan, tetapi
juga melibatkan berbagai penyedia layanan berbasis teknologi.

Perkembangan digitalisasi keuangan juga membawa perubahan
terhadap karakter transaksi keuangan modern yang semakin cepat, luas,
dan tidak terbatas oleh wilayah geografis. Transaksi digital dapat
dilakukan secara real time dengan menggunakan perangkat elektronik
yang terhubung melalui jaringan internet. Karakter transaksi tersebut
memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi,
tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam aspek pengawasan dan
pengendalian risiko. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar
hukum mengenai penguatan sektor keuangan nasional yang salah satunya
berkaitan dengan perkembangan inovasi teknologi di sektor keuangan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan modern
membutuhkan pengaturan yang mampu menyeimbangkan antara inovasi
teknologi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Digitalisasi sistem keuangan memberikan dampak terhadap cara
masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dan membentuk pola transaksi
yang berbeda dibandingkan sistem sebelumnya. Transaksi yang
sebelumnya membutuhkan proses administratif dan waktu yang relatif
panjang kini dapat dilakukan melalui sistem elektronik dengan proses
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Pendahuluan

1. Latar Belakang
Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan
yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan dapat dilakukan
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta jaringan keuangan
lintas negara. Pencucian uang pada dasarnya bertujuan untuk
menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang
diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga seolah-olah berasal dari
kegiatan yang sah. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi
informasi telah menyebabkan proses penyimpanan, pemindahan, dan
pengalihan aset hasil kejahatan menjadi semakin mudah dilakukan
melalui berbagai instrumen keuangan, termasuk perbankan digital,
financial technology, rekening elektronik, aset kripto, dan transaksi lintas
yurisdiksi.

Karakter lintas negara tersebut menyebabkan penanganan
pencucian uang tidak dapat hanya mengandalkan sistem hukum nasional.
Pelaku dapat melakukan tindak pidana di suatu negara, menyimpan atau
mentransfer hasil kejahatan melalui lembaga keuangan di negara lain,
serta menggunakan perusahaan, rekening nominee, atau aset digital yang
berada di yurisdiksi berbeda. Kondisi tersebut menciptakan persoalan
yurisdiksi sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam
melakukan identifikasi pelaku, penelusuran aliran dana, pengumpulan
alat bukti, pembekuan aset, penyitaan, dan perampasan hasil tindak
pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
tentang TPPU ).

2. Transformasi penguatan sistem pencucian uang di Era Digital
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang
signifikan terhadap sistem keuangan global. Digitalisasi perbankan,
financial technology (fintech), dompet elektronik, layanan pembayaran
digital, aset kripto, serta transaksi keuangan lintas negara telah
memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara cepat dan
efisien. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan
baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelaku
kejahatan dapat memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan identitas,
memindahkan hasil kejahatan secara cepat, serta memanfaatkan berbagai
yurisdiksi untuk menyulitkan proses penelusuran dan pembuktian.

Transformasi sistem pemberantasan pencucian uang pada era digital
pada dasarnya merupakan perubahan dari pendekatan konvensional
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menuju pendekatan yang berbasis teknologi, data, dan kerja sama lintas
negara. Sistem yang sebelumnya lebih mengandalkan pemeriksaan
dokumen dan transaksi perbankan konvensional perlu dikembangkan
menjadi sistem yang mampu mengidentifikasi pola transaksi digital
secara cepat. Dalam konteks tersebut, penguatan sistem anti-pencucian
uang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan aparat
penegak hukum, tetapi juga dengan penguatan lembaga keuangan,
penyedia jasa pembayaran, penyedia aset digital, serta mekanisme
pertukaran informasi antarnegara (Council of Europe, The Budapest
Convention on Cybercrime and Its Protocols, Budapest: Council of Europe,
2001).

3. Urgensi Pembuktian Penguatan sistem pencucian uang

Penguatan sistem pemberantasan pencucian uang merupakan kebutuhan
yang semakin mendesak seiring dengan berkembangnya kejahatan
keuangan yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan lintas negara.
Pencucian uang tidak lagi hanya dilakukan melalui transaksi perbankan
konvensional, tetapi telah memanfaatkan digital banking, financial
technology, cryptocurrency, aset digital, rekening elektronik, serta
berbagai platform pembayaran digital. Perkembangan tersebut
memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan
asal-usul harta hasil tindak pidana dan memindahkannya secara cepat
melampaui batas yurisdiksi suatu Negara

Urgensi penguatan sistem tersebut pertama-tama berkaitan dengan
perlindungan integritas sistem keuangan. Pencucian uang dapat
memasukkan dana hasil korupsi, perdagangan narkotika, penipuan,
perjudian ilegal, perdagangan manusia, maupun kejahatan terorganisasi
ke dalam sistem keuangan yang sah. Apabila tidak dilakukan pencegahan
dan penindakan secara efektif, sistem keuangan dapat dimanfaatkan
sebagai sarana untuk melegitimasi hasil kejahatanUndang-Undang
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana. Undang-undang tersebut dibentuk dengan pertimbangan bahwa
tindak pidana yang Oleh karena itu, penguatan mekanisme know your
customer (KYC), customer due diligence (CDD), pelaporan transaksi
mencurigakan, serta pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan
menjadi instrumen penting .

Kedua, penguatan sistem diperlukan karena modus pencucian uang
semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Teknologi
memungkinkan pelaku menggunakan identitas palsu, rekening nominee,
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Pendahuluan Dan Kerangka Konseptual TPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah bermutasi menjadi varian
kejahatan finansial lintas batas yang sangat rumit serta mengancam stabilitas
dan kredibilitas sistem keuangan dunia. Secara doktrinal, pencucian uang
dipahami sebagai sebuah proses terstruktur yang bertujuan menyamarkan,
menyembunyikan, atau mengaburkan rekam jejak harta kekayaan yang
bersumber dari tindak pidana asal (predicate crime) sehingga aset ilegal
tersebut seolah-olah lahir dari aktivitas bisnis yang sah dan legal. Dampak
destruktif dari Kejahatan ini tidak sekedar menyokong eksistensi jaringan
kejahatan terorganisir antarnegara, tetapi juga merusak tata kelola moneter,
mendistorsi fluktuasi harga di sektor properti, serta mendegradasi tingkat
kepercayaan terhadap institusi perbankan domestik (Sada, 2022).

Di Indonesia, penguatan regulasi anti-pencucian uang mengalami
pergeseran mendasar sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Kebijakan ini secara radikal mengubah orientasi penegakan hukum
konvensional yang awalnya bertumpu pada penghukuman badan terhadap
pelaku kejahatan (follow the suspect) menjadi strategi baru yang berorientasi
pada pelacakan dan penyitaan aset (follow the money). Pendekatan follow the
money terbukti secara ilmiah dan praktis lebih efektif dalam melumpuhkan
kekuatan ekonomi korporasi kejahatan melalui pemetaan, pembekuan, dan
penyitaan harta hasil kejahatan demi memulihkan kerugian finansial negara
secara maksimal.

Sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU),
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengemban
fungsi mandiri dan strategis untuk mengidentifikasi aliran dana
mencurigakan sekaligus menyalurkan hasil analisisnya kepada aparat
penegak hukum. Kendati demikian, seiring dengan masifnya digitalisasi
sektor ekonomi dan integrasi pasar keuangan global, pola operasi para
pelaku TPPU berkembang dengan sangat dinamis. Celah regulasi (legal
loopholes) serta kelemahan pengawasan di wilayah perbatasan yurisdiksi
kerap dieksploitasi untuk memarkir dana hasil kejahatan.

Membangun ekosistem pencegahan TPPU yang tangguh memerlukan
penguatan integratif pada tiga elemen kunci: kualitas produk hukum
domestik, kompetensi kelembagaan, serta kepatuhan Penyedia Jasa
Keuangan (PJK) maupun Sektor Profesi Penanggung Jawab (Designated Non-
Financial Businesses and Professions/DNFBPs). Internalisasi prinsip
akuntabilitas dan transparansi di setiap lini industri keuangan menjadi syarat
mutlak untuk menekan risiko pencucian uang secara struktural dan jangka
panjang.
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Praktik pencucian uang juga berkelindan erat dengan tindak pidana
korupsi, sindikat narkotika, kejahatan perpajakan, dan kejahatan terhadap
lingkungan (environmental crimes). Kekayaan ilegal yang didapatkan dari
eksploitasi alam secara melawan hukum sering kali disamarkan lewat
jaringan transaksi entitas perantara (intermediary companies) di wilayah
suaka pajak (tax haven). Fenomena ini menegaskan bahwa penanggulangan
TPPU bukan sekadar instrumen hukum pidana biasa, melainkan pilar
strategis dalam memproteksi kedaulatan ekonomi serta kelestarian ekologi
nasional.

Analisis Teoretis Dan Tipologi Pencucian Uang Modern
Dalam kajian akademik, tahapan klasikal pencucian uang dikelompokkan ke
dalam tiga fase berkesinambungan: penempatan (placement), pemisahan
(layering), dan penggabungan (integration). Di fase penempatan (placement),
modal yang diperoleh dari tindak kriminal disuntikkan ke dalam sistem
perbankan formal atau dikonversi ke dalam instrumen likuid lainnya. Fase ini
merupakan titik paling krusial di mana pelaku kejahatan sangat rentan
terdeteksi oleh sistem pemantauan kepatuhan lembaga keuangan.
Selanjutnya pada tahap layering, pelaku merekayasa rantai transaksi

keuangan yang rumit, terfragmentasi, dan melewati batas negara untuk
memutus keterkaitan antara aset tersebut dengan tindak pidana asalnya.
Mekanisme yang lazim digunakan meliputi pemanfaatan surat berharga,
transfer antar-rekening perusahaan cangkang, hingga pembelian obligasi
internasional. Pada fase akhir, yaitu integration, kekayaan yang kini tampak
bersih dimasukkan kembali ke dalam sektor ekonomi riil lewat investasi real
estat, pembelian saham korporasi, atau pendirian entitas bisnis komersial
yang legal.

1. Pergeseran Tipologi Kejahatan Berbasis Teknologi Digital
Modernisasi teknologi keuangan, seperti financial technology (fintech),
decentralized finance (DeFi), dan aset kripto (cryptocurrency), telah
mengubah anatomi dan tipologi TPPU secara drastis. Sifat semi-anonim
(pseudo-anonimitas) dan sistem desentralisasi pada jaringan blockchain
kerap disalahgunakan oleh sindikat kejahatan untuk mentransfer dana
seketika tanpa sekat geografis. Pemanfaatan platform pencampur transaksi
(mixing and tumbling services) serta mata uang digital yang berfokus pada
privasi (privacy coins) secara masif mengaburkan Jejak Transaksi Digital
(digital footprint), sehingga menyulitkan metode investigasi forensik
keuangan konvensional.
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Pendahuluan

1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan digital telah
membawa perubahan signifikan terhadap pola tindak pidana pencucian
uang (TPPU). Pemanfaatan perbankan digital, uang elektronik, financial
technology, dan aset kripto menciptakan kemudahan transaksi sekaligus
membuka ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan, memindahkan,
serta menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak
pidana. Kompleksitas tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk
memiliki kemampuan yang memadai dalam mengidentifikasi dan
menelusuri jejak transaksi elektronik. Budiman et al (2025) menegaskan
pentingnya pengakuan serta penggunaan alat bukti mata uang elektronik
pada tahap penyidikan TPPU sebagai bagian dari pembaruan hukum
pembuktian (Budiman et al, 12 C.E.). Sejalan dengan itu, Anggraeny,
Auliasari, Putri, dan Firjatullah (2026) menunjukkan bahwa
perkembangan digital banking dan teknologi finansial menghadirkan
tantangan baru bagi upaya penanggulangan pencucian uang, terutama
terkait kecepatan, kompleksitas, dan karakter lintas batas transaksi
elektronik (Anggraeny et al., 2026).

2. Transformasi TPPU di Era Digital

Transformasi digital telah mendorong perubahan modus operandi TPPU
dari penggunaan instrumen keuangan konvensional menuju pemanfaatan
berbagai platform dan teknologi berbasis internet. Pelaku dapat
memanfaatkan rekening digital, dompet elektronik, cryptocurrency,
pertukaran aset virtual, serta jaringan transaksi lintas negara untuk
membangun lapisan transaksi yang sulit ditelusuri. [Imi dan Lubis (2025)
mengemukakan bahwa pembuktian TPPU melalui cryptocurrency
menghadapi persoalan tersendiri karena karakter transaksi aset kripto
yang kompleks serta keterbatasan mekanisme hukum pidana dalam
merespons perkembangan teknologi tersebut (Ilmi & Lubis, 2025).
Djunarjanto, Purwati, dan Marina (2025) turut memperkuat pandangan
bahwa transformasi kejahatan ekonomi transnasional di era digital
menuntut perpaduan antara pendekatan hukum pidana dan teknik
forensik siber (Djunarjanto et al, 2025). Sulastri et al (2023) juga
memperlihatkan relevansi metode digital forensik untuk menelusuri aset
hasil tindak pidana berbentuk Bitcoin, khususnya dalam rangka
mendukung proses identifikasi dan pengembalian asset (Sulastri et al,
2023).
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3. Urgensi Pembuktian Digital dalam Perkara TPPU

Pembuktian digital memiliki posisi yang semakin penting karena aktivitas
TPPU berbasis teknologi menghasilkan berbagai jejak elektronik, seperti
riwayat transaksi, log sistem, metadata, rekaman komunikasi, dan data
dari perangkat maupun platform digital. Keberadaan bukti tersebut
belum secara otomatis menjamin kekuatan pembuktiannya karena proses
akuisisi, pemeriksaan, penyimpanan, dan penyajian bukti harus menjaga
autentisitas serta integritas data. Anggraeniko, Ambarwati, dan Utami
(2026) menekankan bahwa chain of custody menjadi aspek penting bagi
admissibility atau keberterimaan bukti digital di Indonesia (Anggraeniko
etal, 2026). Riston dan Basoddin (2025) juga menunjukkan bahwa digital
forensik berfungsi penting dalam pembuktian tindak pidana siber melalui
proses identifikasi, pengamanan, dan analisis barang bukti elektronik
(Riston & Basoddin, 2025). Samudra, Basu, dan Perez (2026) memperkuat
urgensi tersebut melalui kritik terhadap kerangka pembuktian pidana
elektronik Indonesia yang masih menghadapi tantangan antara
perkembangan teknologi digital dan pola pikir pembuktian yang
cenderung konvensional. Persoalan ini menjadikan forensik digital dan
legal admissibility sebagai dua aspek utama yang menentukan efektivitas
pembuktian perkara TPPU di ruang siber (Samudra et al, 2026).

TPPU dalam Ruang Siber dan Dinamika Kejahatan

Keuangan Digital

1. Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang merupakan rangkaian perbuatan yang
bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak sebagai kekayaan yang
sah. Karakter utama TPPU terletak pada adanya hubungan antara harta
kekayaan dengan tindak pidana asal serta tindakan pelaku untuk
memutus keterkaitan tersebut melalui berbagai mekanisme transaksi.
Perkembangan sistem keuangan telah memperluas instrumen yang dapat
digunakan untuk melakukan penyamaran asal-usul dana, termasuk uang
elektronik dan berbagai bentuk layanan keuangan berbasis teknologi.
Penggunaan instrumen elektronik tersebut menempatkan pembuktian
asal-usul serta pergerakan harta kekayaan sebagai persoalan penting bagi
aparat penegak hukum (Budiman et al,, 12 C.E.).

Karakteristik TPPU juga terlihat dari sifatnya yang dapat dilakukan

melalui tahapan penempatan, pelapisan, dan pengintegrasian dana ke
dalam sistem ekonomi. Tahapan tersebut tidak selalu berlangsung secara
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Pendahuluan

1. Latar Belakang
Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah
memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kejahatan.
Kejahatan yang sebelumnya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara
kini semakin mudah dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu negara.
Pelaku dapat melakukan tindak pidana di suatu negara, menyimpan hasil
kejahatan di negara lain, menggunakan rekening atau aset yang berada di
yurisdiksi berbeda, serta melarikan diri ke negara lain untuk menghindari
proses hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum
terhadap kejahatan yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat
dilakukan secara efektif hanya berdasarkan hukum nasional suatu negara
(John E. Harris, International Cooperation in Fighting Transnational,
2001).

TPPU memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana
konvensional karena hasil kejahatan dapat dengan cepat dipindahkan
dari satu negara ke negara lainnya untuk menghilangkan atau
menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Perpindahan dana lintas batas
tersebut dapat dilakukan melalui sistem perbankan internasional,
perusahaan, transaksi elektronik, maupun bentuk investasi lainnya. Oleh
karena itu, ketika pelaku, saksi, alat bukti, rekening, ataupun hasil tindak
pidana berada di negara lain, aparat penegak hukum suatu negara
menghadapi keterbatasan yurisdiksi dalam melakukan tindakan hukum
secara langsung di wilayah negara tersebut (UNODC Manual on Mutual
Legal Assistance and Extradition, 2012).

2. Transformasi Mutual Legal Assistance MLA di Era Digital
Transformasi Mutual Legal Assistance (MLA) di era digital merupakan
perubahan dalam mekanisme kerja sama hukum antarnegara yang
sebelumnya banyak bergantung pada dokumen fisik dan korespondensi
formal, menuju penggunaan sarana elektronik dalam pengajuan,
pengiriman, pengelolaan, dan pemenuhan permintaan bantuan hukum.
Perubahan ini diperlukan karena perkembangan teknologi telah
menyebabkan kejahatan lintas negara semakin bergantung pada data dan
bukti elektronik yang dapat berada di luar wilayah negara yang
melakukan penyidikan (United Nations Office on Drugs and Crime,
UNODC)

Digitalisasi memberikan peluang untuk mempercepat proses
pengajuan, pengiriman, dan pemenuhan permintaan bantuan hukum
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antarnegara. Permintaan MLA dapat didukung dengan penggunaan
komunikasi elektronik yang aman, pertukaran dokumen secara digital,
serta pemanfaatan teknologi untuk mengelola dan melacak permintaan
bantuan hukum. Perubahan tersebut penting karena pelaku kejahatan
dapat memindahkan dana, menyimpan data, menggunakan identitas
digital, dan melakukan transaksi melalui berbagai yurisdiksi dalam waktu
yang sangat singkat (UNODC/CCPC]/EG.4/2021/2).

Dalam konteks TPPU, transformasi MLA menjadi semakin penting
karena bukti dan aset hasil kejahatan tidak lagi terbatas pada bentuk fisik.
Dana dapat ditempatkan pada rekening bank di negara lain, ditransfer
melalui layanan pembayaran elektronik, maupun dikonversi ke dalam
aset virtual. Oleh karena itu, aparat penegak hukum membutuhkan
mekanisme kerja sama internasional yang mampu memperoleh bukti
elektronik, informasi transaksi keuangan, data kepemilikan aset, serta
melakukan pelacakan dan penyitaan aset lintas yurisdiksi secara cepat
dan sah.

. Urgensi Pembuktian Mutual Legal Assistance dalam pemberantasan
TPPU Lintas Negara
Pembuktian urgensi MLA semakin terlihat dalam perkara TPPU karena
pembuktian tidak hanya diarahkan untuk membuktikan tindak pidana
asal, tetapi juga untuk menelusuri hubungan antara hasil kejahatan
dengan pelaku serta mengidentifikasi dan melacak aset yang ditempatkan
di negara lain. Melalui MLA, negara dapat meminta bantuan untuk
memperoleh dokumen perbankan dan keuangan, keterangan saksi,
dokumen perusahaan, data elektronik, penggeledahan dan penyitaan,
pembekuan aset, serta penelusuran hasil kejahatan (United Nations
Convention against Transnational Organized Crime Article 18). Secara
yuridis, Indonesia telah memiliki landasan melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana. Undang-undang tersebut dibentuk dengan pertimbangan bahwa
tindak pidana yang bersifat transnasional membutuhkan kerja sama
antarnegara. MLA dapat digunakan antara lain untuk memperoleh
keterangan, dokumen, melakukan penggeledahan dan penyitaan, serta
melakukan perampasan hasil tindak pidana (Undang-undang No 1 tahun
2006).

Dalam konteks pemberantasan TPPU, urgensi pembuktian melalui
MLA setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, MLA
diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi negara. Aparat
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Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam
tindak pidana uang haram. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan
teknologi, kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia.
Ditemukannya berbagai peralatan elektronik, terutama di bidang keuangan
memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam beberapa
detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antar negara, misalnya
dengan adanya Automatic Teller Machines (ATM) dan Electronic Wire
Transfers (EWP). Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong
globalisasi ekonomi tersebut, terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya
sendiri (Alfitra, 2022).

Cryptocurrency dan Aset Digital

Perkembangan teknologi di era tahun 2000an ini telah membawa dampak di
berbagai sektor, tidak hanya di bidang informasi namun juga di dalam bidang
ekonomi, investasi, hukum dan lain sebagainya. Saat ini seluruh ruang gerak
atau pergerakan manusia sangat tergantung dengan teknologi, sehingga
menimbulkan berbagai macam inovasi dari seluruh bidang dalam rangka
untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong globalisasi
ekonomi tersebut diantaranya uang digital atau yang sering dikenal dengan
dompet digital atau E-Money. Uang digital adalah suatu alat pembayaran
yang berbentuk dalam wujud Elektronik dan tidak memiliki wujud fisik
seperti uang kertas atau koin yang dapat dipegang dan disimpan oleh
masyarakat. Berikut ini ada beberapa pengertian uang digital menurut
beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Chida et al. (2001)
Menurut Chida, uang digital adalah alat pengganti uang fisik yang sering
juga disebut sebagai electronic cash (kas elektronik). Keunggulannya
terletak pada kemudahan dan efisiensi yang tinggi untuk didistribusikan
serta dibawa dalam setiap transaksi;

2. Menurut Trihasta dan Julia Fajaryanti (2014)
Menurut Trihasta dan Julia Fajaryanti, pembayaran digital atau
penggunaan uang dalam format digital berkaitan erat dengan sarana
transaksi yang memanfaatkan informasi digital, di mana nilai uang
tersebut disimpan, diproses, serta diterima melalui sistem elektronik;
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3. Menurut Bank Indonesia (BI)
Menurut Bank Indonesia, uang digital atau yang di kenal dengan digital
currency merupakan salah satu uang elektronik yang nilainya disimpan
dalam suatu media elektronik tertentu, di mana penerbitan dan/atau
pengelolaannya dapat atau bisa dilakukan oleh lembaga selain otoritas
moneter (untuk uang digital umum/swasta), atau dikontrol langsung oleh
bank sentral untuk jenis Central Bank Digital Currency (CBDC)

Crypocurrency atau disebut dengan kripto merupakan salah satu
fenomena hasil kemajuan teknologi berupa uang virtual yang digunakan
dalam transaksi bisnis di dunia maya (Mieke Yustia, 2021). Cryptocurrency
berasal dari kata “cryptography” yang artinya kode rahasia dan kata
“currency” yang berarti mata uang, dengan demikian -cryptocurrency
maksudnya adalah mata uang virtual yang memiliki kode rahasia. Uang
kripto sebagai mata uang mempunyai sandi rahasia yang rumit untuk
melindungi serta menjaga keamanannya, oleh karena itu bentuk mata uang
ini tidak dalam bentuk fisik. Sistem perlindungannya menggunakan
kriptografi yakni metode untuk melindungi informasi dan saluran
komunikasi berupa kode. Metode tersebut menjadikan uang kripto tidak
dapat dimanipulasi dan tidak mungkin dipalsukan (Idris, 2021)

Kripto sebagai mata uang diawali pada tahun 1980-an dengan
ditemukannya algoritma khusus yang menjadi cikal bakal atau dasar enkripsi
dan transfer elektronik oleh David Chaum, seorang ilmuwan komputer dan
matematika. Teknologi Blind Signature yang dikembangkan oleh Chaum
merupakan sistem pembayaran dengan memisahkan identitas orang dan
transaksi yang dilakukannya. Pada tahun 1990-an, Chaum menciptakan Digi
Cash sebagai mata uang digital, inovasi ini tidak dapat berkembang, namun
menjadi langkah dasar penting bagi pengembangan kripto sebagai mata
uang. DigiCash selanjutnya memasuki tahapan baru, yakni penciptaan b-
money oleh Wei Dai. Mata uang digital b-money didukung oleh sistem dan
konsep yang lebih modern dan kompleks dibandingkan DigiCash. Dalam
perkembangannya b-money tidak pernah digunakan sebagai alat tukar.

Pada tahun 1997 dikembangkan algoritma proof-of-work sebagai
sarana penting dalam rangka mengendalikan jumlah peredaran mata uang
kripto oleh Adam Beck. Algoritma tersebut selanjutnya dikembangkan oleh
Finney seorang ilmuwan komputer. Pengembangan tersebut berupa protokol
proof-of-work menjadi Reusable Proof-of-Work(RPOW). Pada RPOW,
pengguna dapat mentransfer token digital, menghapus serta membuat token
baru. Selanjutnya pada awal tahun 2000-an muncul PayPal yang digagas oleh
Elon Musk sebagai perantara keuangan digital yang menjadi bukti
pembayaran pada transaksi online sampai saat ini (Aijoansyah, 2021).
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Kedudukan Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana

Lanjutan atas Predicate Crime

Pencucian uang bukan tindak pidana yang berdiri sendiri secara substantif.
Ia adalah tindak pidana lanjutan (follow-up crime): keberadaannya
bergantung pada tindak pidana asal, atau yang lazim disebut predicate crime.
Ariyani dan Junaidi (2022) menyebut predicate crime sebagai unsur yang
wajib ada dalam delik pencucian uang. Tanpa tindak pidana asal, pencucian
uang tidak akan pernah terjadi, karena objek kejahatan ini memang harta
kekayaan yang dihasilkan oleh tindak pidana asal itu sendiri (Ariyani &
Junaidi, 2022).

Cakupan predicate crime di Indonesia sangat luas: korupsi, penyuapan,
narkotika dan psikotropika, penyelundupan, perbankan, pasar modal,
perdagangan orang, sampai tindak pidana perpajakan. National Risk
Assessment secara konsisten menempatkan korupsi, kejahatan narkotika,
dan perpajakan sebagai tiga predicate crime dengan peringkat risiko tertinggi
(Ariyani & Junaidi, 2022). Pola serupa tampak pada studi komparatif Mintoff
dan Vella (2024) atas kejahatan pencucian uang lintas yurisdiksi: penipuan,
penggelapan pajak, penyuapan dan korupsi, penyelundupan bahan bakar,
perdagangan narkotika, perdagangan manusia, prostitusi, hingga praktik
lintah darat, semuanya berfungsi sebagai sumber dana kotor yang lalu
memasuki tahap placement, layering, dan integration (Mintoff & Vella, 2024).

Kedudukan ini menimbulkan ketegangan dalam praktik peradilan
Indonesia. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut doktrin
tindak pidana mandiri (stand-alone crime): penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atas pencucian uang tidak wajib
menunggu pembuktian tindak pidana asal lebih dulu. Tujuannya
mempercepat penegakan hukum, mengingat proses pembuktian predicate
crime kerap memakan waktu panjang, apalagi pada skema lintas yurisdiksi
yang melibatkan perusahaan cangkang di negara lain. Namun Arafat dan
kawan-kawan (2024) mengkritisi ketentuan ini: doktrin tersebut berpotensi
berbenturan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence),
karena harta kekayaan seseorang dianggap berasal dari tindak pidana hanya
berdasarkan indikasi ‘'diketahui atau patut diduga', tanpa keharusan
pembuktian tuntas atas kejahatan asal yang mendasarinya (Arafat et al,,
2024).

Karena pencucian uang selalu merupakan tindak lanjut dari kejahatan
lain, perusahaan cangkang dan rekening lepas pantai bukan instrumen
kejahatan yang berdiri sendiri. Keduanya adalah sarana yang dirancang
khusus untuk memutus mata rantai pembuktian antara predicate crime dan
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hasil kejahatannya. Makin efektif sarana itu menyamarkan hubungan
tersebut, makin sulit pula aparat penegak hukum menyusun rangkaian
pembuktian yang utuh, baik ketika predicate crime harus dibuktikan lebih
dulu maupun ketika pendekatan stand-alone crime yang ditempuh.

Anatomi Perusahaan Cangkang dan Offshore Account dalam

Struktur Pencucian Uang
Secara doktrinal, pencucian uang dipahami sebagai rangkaian perbuatan
untuk menjadikan hasil kejahatan (proceeds of crime) tampak seolah-olah
berasal dari sumber yang sah. Akibatnya, hubungan antara harta kekayaan
tersebut dengan tindak pidana asal menjadi kabur dan sulit direkonstruksi
secara hukum (Garnasih, 2003).

Literatur hukum pidana ekonomi, baik klasik maupun kontemporer,
membagi anatomi kejahatan ini ke dalam tiga tahap yang berurutan sekaligus
saling berkaitan: placement, layering, dan integration (Garnasih, 2003;
Mintoff & Vella, 2024). Mintoff dan Vella (2024) berpendapat bahwa ketiga
tahap itu tetap relevan sebagai kerangka analisis bahkan untuk skema
pencucian uang kontemporer yang paling kompleks, termasuk yang
melibatkan jaringan korporasi lintas negara dan aktor negara yang korup.
Ketiganya bukan berdiri sejajar secara acak, melainkan membentuk
rangkaian kronologis yang saling mensyaratkan. Karena itu, peran
perusahaan cangkang dan rekening lepas pantai baru bisa dipahami utuh
kalau ketiga tahap ini diuraikan berurutan, mulai dari titik dana hasil
kejahatan pertama kali masuk ke sistem keuangan formal.

Pada tahap placement, dana hasil kejahatan untuk pertama kalinya
dimasukkan ke sistem keuangan formal, lazimnya lewat rekening
penampung atau pihak yang meminjamkan namanya (nominee). Tahap ini
paling rentan terdeteksi sebab dana masih berada dekat dengan sumber
kejahatannya (Sjahdeini, 2007). Kerentanan itulah yang membuat pelaku
kejahatan finansial modern bergegas memindahkan dana ke tahap layering,
yaitu tahap pelapisan yang menjadi inti dari anatomi pencucian uang
berbasis perusahaan cangkang dan rekening lepas pantai. Sjahdeini (2007)
menandaskan bahwa pada tahap ini kompleksitas transaksi sengaja
diciptakan setinggi mungkin, bukan untuk tujuan bisnis riil, melainkan
semata untuk memutus jejak audit (audit trail) antara pelaku kejahatan asal
dan penikmat akhir dana.

Fuady (2011), dalam kajiannya mengenai anatomi kejahatan kerah
putih, mendefinisikan perusahaan cangkang (shell company) sebagai entitas
yang didirikan secara sah menurut hukum suatu yurisdiksi, namun tidak
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Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha juga membuka peluang
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan kedudukan,
kewenangan, kepercayaan, atau status sosial tertentu dalam lingkungan
bisnis. Dalam kriminologi, fenomena ini dikenal sebagai white collar crime
atau kejahatan kerah putih. Kejahatan tersebut dapat terjadi dalam berbagai
aktivitas bisnis dan profesi, terutama ketika kedudukan atau kewenangan
yang dimiliki digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan
hukum.

Konsep tersebut diperkenalkan Edwin H. Sutherland melalui pidatonya
pada 1939 yang diterbitkan dalam American Sociological Review pada 1940.
Sutherland mengarahkan perhatian pada kejahatan bisnis dan profesi
dengan menyatakan “crime in relation to business” (Sutherland, 1940) dan
menegaskan bahwa “white-collar criminality is real criminality” (Sutherland,
1940). Pemikiran ini menjadi salah satu fondasi kajian white collar crime dan
kejahatan ekonomi (Eassey & Krohn, 2017). Pandangan tersebut sekaligus
menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat hanya dikaitkan dengan kondisi
sosial ekonomi pelaku, karena kejahatan juga dapat dilakukan oleh individu
yang memiliki kedudukan dan status sosial yang tinggi.

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan white collar crime adalah
tindak pidana pencucian uang (TPPU), yaitu proses menyamarkan asal-usul
harta hasil tindak pidana agar tampak sah (FATF, n.d.). Dalam hukum
Indonesia, TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU No.
8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 1). Keterkaitannya semakin penting ketika TPPU
memanfaatkan korporasi karena struktur dan fasilitas bisnis dapat
disalahgunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Korporasi dapat
menyediakan berbagai sarana transaksi dan hubungan bisnis yang
memungkinkan harta hasil tindak pidana dialihkan, ditempatkan, atau
disamarkan melalui kegiatan yang tampak sebagai aktivitas usaha yang sah.

Sutherland menjelaskan bahwa pelaku white collar crime dapat
memasuki lingkungan bisnis tertentu dan kemudian “are inducted into that
system of behavior just as into any other folkway” (Sutherland, 1940). Hal ini
menunjukkan bahwa perilaku kriminal dapat berkembang melalui interaksi
sosial dan menjadi biasa ketika pelanggaran ditoleransi atau dibenarkan.
Lingkungan sosial tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap cara
individu memandang suatu perbuatan, termasuk ketika perbuatan yang
melanggar hukum dipersepsikan sebagai bagian dari praktik yang biasa
dilakukan dalam lingkungan tersebut.
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Kondisi tersebut menjadikan teori Differential Association relevan dalam
memahami TPPU korporasi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal
dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Sutherland menyatakan
bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh “the comparative frequency and
intimacy of his contacts with the two types of behavior” (Sutherland, 1940),
yaitu kontak dengan perilaku kriminal dan perilaku yang taat hukum. Dengan
demikian, lingkungan pergaulan dan intensitas hubungan sosial dapat
memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menerima dan melakukan
perilaku tertentu.

Dalam lingkungan korporasi, individu dapat mempelajari teknik
pelanggaran, motif, sikap, rasionalisasi, dan pembenaran melalui hubungan
sosial dan budaya organisasi. Proses tersebut dapat terjadi ketika perilaku
yang menyimpang diterima, ditoleransi, atau bahkan dibenarkan sebagai
bagian dari kepentingan bisnis. Dengan demikian, TPPU tidak hanya
merupakan persoalan transaksi dan hukum, tetapi juga dapat dipahami
sebagai proses pembelajaran dalam lingkungan korporasi. Pencegahannya
perlu didukung penegakan hukum serta lingkungan Kkorporasi yang
menguatkan kepatuhan, integritas, transparansi, dan pengawasan.

White Collar Crime dan TPPU

1. Pengertian White Collar Crime

White collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang
dengan kedudukan sosial dan profesional tertentu dalam lingkungan
pekerjaan atau bisnis. Konsep ini diperkenalkan Edwin H. Sutherland dan
memperluas kajian kriminologi dengan menunjukkan bahwa kejahatan
juga terjadi dalam lingkungan bisnis dan profesi (Sutherland, 1940).
Sutherland menyatakan bahwa pembahasannya berkaitan dengan “crime
in relation to business” (Sutherland, 1940).

Ia juga menegaskan bahwa white-collar criminality merupakan
kejahatan nyata karena merupakan pelanggaran hukum pidana, sehingga
status sosial, jabatan, pendidikan, atau kedudukan ekonomi tidak
menghilangkan sifat kriminal suatu perbuatan (Sutherland, 1940).
Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam
memahami white collar crime dan kejahatan ekonomi (Eassey & Krohn,
2017).

2. Karakteristik White Collar Crime
White collar crime ditandai oleh pemanfaatan posisi, kewenangan,
pengetahuan, atau kepercayaan dalam pekerjaan atau bisnis. Bentuknya
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HUKUM
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Konsep Dasar, \lodux Oper: andi,

hingga Tantangan Era Digitalisasi
Keuangan

ansaksi keuangan, dan yang paling mutakhir, percepatan
stem pembayaran. Pencucian uang kini tidak lagi identik dengan
,ansak51 tunai bernilai besar atau penyamaran melalui perusahaan cangkang
semata, melainkan telah merambah ke ranah aset kripto, peer-to-peer lending,
dompet digital, hingga layanan fintech lintas negara. Buku ini hadir untuk
menjawab kebutuhan akan literatur hukum yang tidak hanya membahas aspek
normatif, tetapi juga menyajikan pemahaman komprehensif mengenai konsep
dasar, modus operandi, dan tantangan kontemporer dalam penegakan hukum
tindak pidana pencucian uang.

Buku ini mengulas secara mendalam dasar teori, sejarah, asas-asas hukum,
serta dampak destruktif TPPU terhadap perekonomian negara. Pembahasan
diawali dengan anatomi kejahatan TPPU, mencakup unsur-unsur pidana, modus
operandi, serta beragam predicate crime atau kejahatan asal seperti korupsi,
narkotika, kejahatan lingkungan, hingga kejahatan siber dan terorisme. Selain
itu, buku ini membedah peran strategis berbagai lembaga penegak hukum dan
regulator (seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, OJK, dan Bank Indonesia)
dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum, serta mekanisme
perampasan dan pemulihan aset (asset recovery). Untuk memberikan
pemahaman praktis, disajikan pula analisis putusan studi kasus nyata, seperti
kasus First Travel. Pada bagian akhir, buku ini menyoroti perkembangan
modern dan tantangan masa depan, seperti pencucian uang berbasis aset
digital (cryptocurrency), penggunaan perusahaan cangkang (shell company),
tantangan pembuktian digital melalui forensik siber, serta perspektif kejahatan
kerah putih (white collar crime) berbasis teori differential association.
Penanganan lintas negara melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dan
ekstradisi turut dibahas sebagai solusi menghadapi kejahatan transnasional
yang kian kompleks.
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